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KATA PENGANTAR

Berkat Rahmat Tuhan YME. Pemerintah Kota Metro melalui Dinas Komunikasi dan
Informatika telah menyelesaikan Masterplan Bidang IT (Rencana Induk SPBE)
Pemerintah Kota Metro.

Kegiatan Penyusunan Masterplan Bidang IT (Rencana Induk SPBE) Pemerintah
Kota Metro ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Metro yang
dapat memberikan gambaran dan arahan dalam rangka menunjang implementasi
SPBE.

Semoga apa yang akan dihasilkan dari Kegiatan Penyusunan Masterplan Bidang
IT (Rencana Induk SPBE) Pemerintah Kota Metro ini dapat memberikan kontribusi
dan manfaat bagi Pemerintah Kota Metro, stakeholder terkait dan masyarakat
pada umumnya.

Kota Metro, Desember 2021
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BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Visi Pemerintah Kota Metro di bawah pimpinan Wali Kota Metro dr. Wahdi,
Sp.OG(K) dan Wakil Walikota Metro Drs.H. Qomaru Zaman, MA adalah
mewujudkan Kota Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya.
Program prioritas yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi tersebut
adalah .

1. Peningkatan Layanan Masyarakat melalui Kartu Metro Ceria (Satu Kartu
Banyak Manfaat)

2. Peningkatan Insentif bagi Pegiat Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, dan
Para Pamong.
Pembebasan luran BPJS Kelas lil, dengan pelayanan yang berkualitas.
Merealisasikan Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran.
Menghadirkan layanan masyarakat terpadu dan cepat, melalui Mall
Pelayanan Publik Satu Atap (Mall Melesat).

6. Peningkatan Sarana Prasarana Jalan, Lampu/Penerangan Jalan dan |OT
(Internet Of Things)
Revitalisasi Fasilitas Olahraga dan Budaya.
Bantuan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan) dan Alat Mesin Pertanian
(Alsintan) untuk Petani.

8 Membangun Creative-Hub, yaitu sentra produksi dan pemasaran /[

Ecomerrce di 5 (lima) Kecamatan dan 22 (dua puluh dua) Kelurahan.

Keberadaan teknologi informasi yang dimanfaatkan secara tepat akan
meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi Pemerintah dalam melaksanakan
program kerja pemerintah dalam bentuk pengelolaan data dan informasi,
manajemen pemerintah, dan layanan publik. Penggunaan media telematika akan
meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan dan
mendistribusikan informasl secara internal maupun untuk kepentingan eksternal,
termasuk dalam hal ini untuk masyarakat umum.
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Di samping itu, masyarakat menuntut pelayanan publik yang memenuhi
kepentingan masyarakat luas, dapat diandalkan, dan terpercaya, serta mudah
dijangkau secara interaktif.

Pemerintah Kota Metro harus adaptif dan menyesuaikan dengan tuntutan
kebutuhan tata kelola pemerintah yang baik, yang menuntut proses birokrasi
dilakukan dengan lebih cepat, sederhana, dan terbuka. Peraturan perundang-
undangan dan keharusan untuk melakukan reformasi birckrasi di dalam tata kelola
pemerintah daerah juga mengharuskan Pemerintah Kota Metro untuk menerapkan
teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi di dalam menjalankan

pemerintahan.

Menyadari akan hal di atas, Pemerintah Kota Metro turut memanfaatkan kemajuan
teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola,
menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Oleh karena
itu Pemernintah Kota Metro sedang terus—menerus melakukan proses reformasi
menuju Sistem Pemerintahan Berbasis Elekironik (SPBE). Proses tersebut,
diharapkan mampu mengoptimasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi
untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, mengeliminasi sekat-sekat organisasi
dan birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang
memungkinkan organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Metro di satu sisi
mampu bekerja secara terpadu, efisien, dan efektif, dan di sisi lain mampu
menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus
disediakan.

Penerapan Teknologi Informasi yang baik pada gilirannya akan mendukung
proses penentuan arah dan kebijakan Pemerintah Kota Metro. Dukungan teknologi
informasi bagi Pemerintah Daerah diperlukan untuk menunjang kelancaran setiap
kegiatan lembaga Pemerintah di dalam menjalankan berbagai fungsi. Pemerintah
Kota Metro dalam hal ini periu berfungsi sebagai fasilitator, mediator, serta
koordinator dari fungsi-fungsi pemerintahan di Pemerintah Kota di wilayah
cakupannya. Fungsi-fungsi ini sangat erat keterkaitannya dengan aspek-aspek
informasi yang sifatnya lintas wilayah dan lintas sektoral.
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Pemerintah pusat mengharapkan pembangunan teknologi informasi dan reformasi
birokrasi di daerah menjadi lebih terarah dan terintegrasi. Oleh karena itu
Pemerintah Kota Metro berencana menyusun Masterplan TIK (Masterplan
Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang bertujuan agar kebijakan
pengembangan SPBE dapat dilaksanakan secara sistematis dan terpadu.

Dokumen Masterplan ini dibuat untuk memberikan gambaran dan arahan bagi
pengelola sumber daya Sistem Informasi (SI) dan Teknologi Informasi (TI) di
pemerintahan dalam rangka menunjang implementasi SPBE Kondisi sumber
daya S| dan Tl yang ada saat ini perlu ditelaah untuk kemudian dibandingkan
dengan hasil analisis kebutuhan masa datang. Kesenjangan yang dihasilkan perlu
diisi secara bertahap sesual dengan anggaran dan kurun waktu yang ditentukan.
Adanya dokumen Rencana Induk atau Masterplan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (Renduk TIK) akan mengurangi riesiko kegagalan proyek akibat
pencapaian sasaran yang kurang terarah, memberikan kendali pengembangan
sistem informasi. Solusi parsial yang tidak sinergis dapat dihindari, menghindari
terciptanya “pulau-pulau” Sistem Informasi yang tidak terhubung sehingga
duplikasi kerja, duplikasi data, dan ketidaktepatan data dapat dihindari. Investasi
Si dan Tl dapat direncanakan lebih matang sesuai dengan skala prionitas yang
telah ditentukan di dalam dokumen Masterplan Teknologi Informasi dan
Komunikasi. Selain itu, dokumen ini juga merupakan panduan bagi penentuan
prioritas pengembangan sistem informasi dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Metro memandang perlu adanya Penyusunan Masterplan TIK (Rencana Induk
Sistem Pemerintahan Berbasis Elekironik Pemerintah Kota Metro) yang dapat
dijadikan pedoman dan acuan bagi kegiatan perencanaan dan pengembangan
TIK, sehingga implementasi dari rencana strategis Pemerintah Kota Metro dapat
memberikan dukungan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sekaligus
mengatasi permasalahan, ancaman, dan tantangan yang ada terkait perencanaan
dan pengembangan TIK di lingkungan Pemerintah Kota Metro.

Dengan adanya Penyusunan Masterplan TIK oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Metro, maka diharapkan akan mengurangi sejumiah risiko yang
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kerap dihadapkan dalam mengembangkan dan mengadaptasi TIK tanpa
perencanaan yang jelas dan matang, antara lain:

1

3.

1.2.

Terbangunnya sebuah sistem TIK yang tidak sejalan dan selaras dengan
ekspektasi atau sasaran organisasi, sehingga berakibat pada tidak
dipergunakannya teknologi tersebut sebagai solusi secara optimal;
Terciptanya sistem yang tidak terintegrasi, berakibat pada rendahnya
kualitas data yang dihasilkan, sehingga menuju kegagalan tercapainya
Decision Support System dan Data Driven Decision,

Terdapat sejumlah sistem yang redundan, sehingga selain berakibat pada
borosnya pemakaian media penyimpan, meningkatkan pula biaya
operasional pemeliharaan sistem akibat tidak mampu menyesuaikan diri
dengan perubahan perkembangan teknologi, sehingga berakibat pada
tingginya biaya pengembangan dan pemeliharannya;

Tersitanya waktu untuk memelihara dan mengembangkan TIK yang bukan
merupakan prioritas dan kebutuhan Pemerintah Kota Metro.

Dasar Hukum

Dasar Hukum kegiatan Penyusunan Masterplan Bidang IT (Rencana Induk Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemernintah Kota Metro ini adalah:

a)

b)

c)

d)

e)

Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan e-Government;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis
Instansi Pemerintah
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g) Peraturan Daerah Kota Metro No. 7 tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

h) Keputusan Walikota Metro No. 58/KPTS/D-13/2021 tentang Pembentukan
Tim Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah
Kota Metro Tahun 2021

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan darn Penyusunan Masterplan Bidang IT (Rencana Induk
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemerintah Kota Metro ini adalah:

Maksud

Dilakukannya pekerjaan Penyusunan Masterplan Bidang Tl Rencana Induk Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kota Metro adalah tersedianya
pedoman bagi Pemerintah Kota Metro yang dapat memberikan gambaran dan
arahan dalam rangka menunjang implementasi SPBE.

Tujuan

Penyusunan Masterplan Bidang Tl Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik Pemerintah Kota Metro adalah kebutuhan akan adanya panduan bagi
penentuan prioritas pengembangan sistem informasi di Pemerintah Kota Metro.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Masterplan Bidang IT (Rencana Induk
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Pemerintah Kota Metro adalah sebagai
berikut:

1) Analisa kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh pengaruh internal
dan eksternal yang mempunyai dampak terhadap Masterplan Teknologi
Informasi dan Komunikasi di Kota Metro, seperti sistem manajemen, sumber
daya manusia, prasarana, perangkat keras, perangkat lunak, dan
peraturan/kebijakan yang mendukung Masterplan Teknologi Informasi dan
Komunikasi.

2) Penentuan target dan strategi pengembangan, serta tahapan- tahapan yang
akan ditempuh pada pelaksanaan perencanaan selama 5 tahun.
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3) Perancangan kebutuhan infrastruktur teknologi informasi berupa, perangkat
komputer dan sistem operasi yang diperlukan, jaringan, pusat data (Dala
Center), Command Center, serta keamanan jaringan/komputer yang ideal,
optimal dan handal.

4) Perancangan kebutuhan aplikasi mendukung optimalisasi kinerja aparatur
Pemerintah Daerah.

5) Perancangan kebutuhan sumber daya manusia, melalui rekrutmen dan
peningkatan SDM yang tersedia.

8) Penetapan model dan sistem yang sesuai dengan kondisi Kota Metro.

7) Penyusunan rancangan sistem Pengembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi di Kota Metro.

8) Penyusunan rancangan landasan hukum bidang TIK dan dukungan dari
seluruh stakeholder dijajaran Pemerintah Kota Metro.

9) Perancangan kegiatan penyelarasan setelah penyelesaian pembuatan
Masterplan TIK (Renduk SPBE) agar dapat dimanfaatkan secara tepat dan
optimal.

1.5. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan ini terbagi atas pihak internal yaitu seluruh unit kerja
di lingkungan Pemerintah Kota Metro serta pihak eksternal organisasi yaitu unit
kerja terkait, masyarakat maupun stakeholder melalui peningkatan kinerja
pelayanan Pemerintah Kota Metro.

1.6. Sistematika

Sistematika penulisan Rencan Induk SPBE Kota Metro adalah sebagai berikut

Bab | Memuat latar belakang penyusunan Rencana Induk , dasar hukum,
maksud dan tujuan, dan penerima manfaat.

Bab Il Memuat gambaran kondisi SPBE meliputi gambaran suprastruktur,
infrastruktur, sumber daya manusia, analisis SWOT, gap analisis,
serta tantangan Era Revolusi Industri 4.0
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Bab lli

Memuat Visi dan Misi SPBE, terdiri dari gambaran kebijakan
jangka Panjang dan menengah, visi dan misi SPBE, arah kebijakan
dan strategi, serta Rencana Strategis SPBE.

Bab VI

Memuat peta rencana SPBE, terdiri dari peta rencana tata Kelola
SPBE, manajamen SPBE, layanan SPBE, infrastruktur SPBE,
aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan audit TIK dalam kerangka
SPBE

Bab V

Memuat roadmap SPBE, terdiri dari quick win, road map secara
lengkap, dan road map aplikasi.

Bab VI

Memuat rekomendasi yang diberikan untuk optimalisasi
implementasi SPBE di Kota Metro.

= _J

aaa
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BAB 2 GAMBARAN KONDISI SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasi Elektronik (SPBE) yang dulu dikenal sebagai e-
Government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK
untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara,
pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk
mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka,
partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi
pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai
tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada
masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam
bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan
pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Prinsip pelaksanaan SPBE adalah efekfifitas, keterpaduan, kesinambungan,
efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Efektifitas merupakan
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE berhasil guna
sesuai dengan kebutuhan Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber
daya yang mendukung SPBE. Kesinambungan merupakan keberlanjutan SPBE
secara lerencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan
perkembangannya. Efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya
yang mendukung SPBE yang tepat guna. Akuntabilitas merupakan kejelasan
fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE Interoperabilitas merupakan
koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam
rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE. Keamanan merupakan
kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan
(nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Berikut ini diuraikan domain dalam penyelenggaraan SPBE.

2.1. Suprastruktur

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai bagian dari SPBE
bukan saja membangun infrastruktur komunikasi data dan informasi, tetapi juga
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berarti membangun infrastruktur, sistem aplikasi, standarisasi metadata,
pengembangan sumber daya manusia (strukiur), pengembangan prosedur,
kebijakan dan peraturan (suprastruktur).

Kebijakan dan peraturan yang mendukung pelaksanaan SPBE baik secara
langsung maupun tidak langsung sudah tersedia balk di tingkat Nasional, Provinsi
Lampung, dan Pemerintah Kota Metro.

Kebijakan yang sudah dikeluarkan Pemerintah Kota Metro yang terkait dengan
pelaksanaan SPBE adalah sebagai berikut:

= Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik

« Keputusan Walikota Metro MNomor 58/KPTS/D-13/2021 tentang
Pembentukan Tim Pengembangan SPBE Kota Metro Tahun Anggaran
2021

» Keputusan Walikota Metro Nomor 240/KPTS/D-13/2021 tentang
Pembentukan Tim Kordinasi Satu Data Indonesia Tingkat Kota Metro
Tahun 2021

Kebijakan tersebut memberi payung hukum dalam pengembangan SPBE di
Pemerintah Kota Metro.

Selain dari itu, Pemerintah Kota Metro memiliki kebijakan transformasi digital yang
selaras dengan pembangunan SPBE, yaitu adanya implementasi Elektronifikasi
Transaksi Pemda (ETP). Pelaksanaan ETP didukung dengan dibentuknya Tim
Percepatan Pembangunan Digitalisasi Daerah melalui Surat Keputusan Walikota
Metro No.415/KPTS-B05/2021 tentang Tim Percepatan Pembangunan Digitalisasi
Daerah Kota Metro.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung terkait SPBE sebagai berikut:

« Peraturan Gubermnur Lampung No 51 tahun 2020 tentang Tata Kelola
SPBE Pemerintah Provinsi Lampung.

Ruang lingkup Pergub tersebut terbatas di institusi Pemerintah Provinsi Lampung.
Kebijakan tersebut tidak mengatur SPBE di wilayah kabupaten/kota di wilayah
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Provinsi Lampung. Meskipun demikian, adanya Pergub tersebut menunjukkan
bahwa Provinsi Lampung memiliki komitmen untuk melaksanakan SPBE di
Pemerintah Provinsi Lampung, yang bisa mendorong kabupaten/kota di wilayah
Provinsi Lampung untuk megimplementasikan kebijakan serupa di wilayah
masing-masing.

Kebijakan nasional yang mendukung pelaksanaan SPBE sebagai berikut:

a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan
Peta Proses Bisnis Instansi Pemenntah

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan
Dan Evaluasi Sistern Pemerintahan Berbasis Elektronik.

d. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi
SPBE.

e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu
Data Indonesia.

Peraturan perundangan tingkat nasional lainnya yang menjadi payung hukum
dilaksanakan nya SPBE adalah:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

¢. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025,

d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara,

f  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;

g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
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h. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan,

i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

k. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem dan Transaksi Elektronik;

|. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

m. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010 — 2025,

n. Peraturan Presiden Nomeor 18 Tahun 2020. Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

o. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar
Indonesia.

p. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi
Nasional Pengembangan e-Government.

q. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024.

2.2, Infrastruktur

Secara umum kegiatan Penyusunan Masterplan Bidang IT (Rencana Induk Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektranik) Pemerintah Kota Metro adalah sebagai berikut:

2.2.1. Infrastruktur Jaringan

Transmisi

Infrastruktur jaringan internet di Pemerintah Kota Metro menggunakan Fiber Optik
(FO) dan Wireless. Jaringan FO digunakan di 114 kantor (61 kantor instansi induk
dan 53 kantor di bawah instansi induk). Transmisi dalam local area network (LAN)
di kantor induk (61 kantor) memanfaatkan kabel UTP.
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Akses internet tanpa kabel dilakukan di B kantor desa karena di lokasi tersebut
belum terjangkau kabel FO. Akses nirkabel di 8 titik tersebut menggunakan tower
sebanyak 8 buah.

Akses Internet dan Intranet

Semua unit organisasi yang disurvey di Pemerintah Kota Metro 100% sudah
memiliki akses internet. Akses Point juga sudah tersedia di 100% unit organisasi
yang disurvey.

Meskipun demikian, jaringan intra belum menjangkau semua unit organisasi Masih
ada 10 unit organisasi yang belum terjangkau jaringan intra Pemerintah Kota Metro
seperti Kelurahan Mulyosan, Kelurahan Purwoasri, Kelurahan Purwoasn,
Kelurahan Tejosari, BPBD, yang mempunyai jangkauan yang jauh. Sementara itu,
ada 4 unit organisasi yang memiliki akses jaringan internet melalui 2 jalur yang
berbeda, yaitu melalui jaringan intra Pemerintah Kota Metro dan melalui provider
lain yaitu Dinas Capil, BPKAD, Bappeda dan BPPRD.

» Diskominfo ~ Pihak Ketiga  Lainnya

Gambar 2 1 Koneksi Internel menurut Provider
Kecepatan

Kecepatan akses masih menjadi kendala dalam penerapan SPBE di Pemerintah
Kota Metro. Dari semua unit organisasi yang disurvey, 38 % (12 unit organisasi)
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mengalami akses internet yang putus nyambung (kurang lancar). Sedangkan 20
unit organisasi lainnya (62%) cukup lancar dalam mengakses internet,

«Lancar  Putus Sambung

Gambar 2.2 Kecepatan Akses Intermel

Penyedia Layanan Internet

Penyedia layanan internet di Pemerintah Kota Metro adalah PT Telkom.
Tower Seluler

Tower seluler atau sering disebut Tower BTS (Base Transceiver Station) adalah
sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara
peranti komunikasi dan jaringan operator. Tugas utama BTS adalah mengirimkan
dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah,
telepon seluler dan sejenis gadget lainnya.

Jumiah tower BTS yang aktif di Kota Metro sebanyak 80 Titik. Tower seluler yang
ada di wilayah Kota Metro dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan mobile
network 3G, 4G, 4G+, dan 5G.
Provider layanan terdiri dan
1. 3 Tri, menyediakan akses mobile network 3G (Sebagian kecil), Sebagian
besar 4G, 4G+ (Sebagian kecil).
2 Indosat Qoredo, menyediakan akses mobile network 3G, 4G (Sebagian
besar), 4G+
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3. Smartfren, menyediakan akses mobile network 4G (Sebagian besar) dan
4G+,

4. Telkomsel, menyediakan akses mobile network 4G (Sebagian besar) dan
4G+.

5. XL Axiata, menyediakan akses Sebagian besar menyediakan mobile
network 3G, 4G (Sebagian besar) dan 4G+

Di antara 5 penyedia layanan tersebut di atas, jangkauan terluas dalam layanan

Telkomsel. Berikut peta jangkauan layanan Telkomsel menurut jenis teknologi
seluler yang digunakan.

Lt apelintes * 57500 PR VT B 1T
A W

Gambar 2.3 Jangkauan Layanan Mobile Netwark Telkomsel
Analisis Penanganan Tower Seluler (Menara Telekomunikasi)

Keberadaan Tower Seluler pada dasarnya sejalan dengan tujuan dilaksanakan
nya SPBE di Pemerintah Kota Metro. Keberadaan tower seluler mencerminkan
pemanfaatan jaringan internet di suatu wilayah. Semakin banyak berdiri tower
seluler mencerminkan semakin banyak penggunaan intemnet di suatu wilayah.
Namun, keberadaan nya bisa menimbulkan permasalahan jika tidak dilakukan
pengelolaan yang baik.

Langkah penanganan tower seluler yang periu dilakukan adalah :
a. Pemetaan lokasi Tower Seluler, baik yang aktif maupun tidak aktif.
Pemetaan diharapkan juga bisa melihat wilayah mana yang belum bisa
terjangkau akses internet untuk rumah tanggal.
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b. Menetapkan zona-zona yang dilarang bagi pembangunan menara
Telekomunikasi

c. Melakukan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap
pembangunan dan pengoperasian tower seluler.

d. Pemberian rekomendasi perizinan pembangunan menara telekomunikasi
(Tower Seluler ) dilakukan dengan memperhatikan aspek tata ruang,
keamanan dan kepentingan umum

2.2.2. Hardware dan Software

Command Center

Ruangan Command Center Pemerintah Kota Metro dengan luas 6 x 8 m? terletak
di Kantor BAPPEDA. Penanggung Jawab Command Center adalah Dinas
Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Metro. Perangkat yang tersedia di
ruang tersebut adalah PC sebanyak 2 unit, serta Video Wall 50" sebanyak 6 unit.
Ruangan Command Center difungsikan sebagai tempat untuk memantau kondisi
Kota Metro melalui perangkat CCTV yang tersebar di berbagai sudut kota. Ruang
Command Center belum difungsikan sebagai Network Operation Center (NOC).
Belum ada ruangan khusus yang difungsikan sebagai NOC.

Data Center

Data Center Pemerintah Kota Metro bergabung dengan data center yang
disediakan oleh Pusat Data Nasional. Spesifikasi perangkat Data Center
dijelaskan sebagai berikut :

Table 2.1 Spesifikasi Server

No. MNama Spesifikasi Jumilah | Fungsi Keterangan Tambahan
Peralatan
1 Server 16GB Ram 1 | Database | server berfungsi sebagal
Backup 7 Tera HDD Server backup untuk server utama
Intert CPU ES5-2640 v4 (server utama ada di
@ 2.40GHz Kementrian Kominfo)
2 | Server 8GB Ram 1 | Database | Server utama untuk semua
Utama 240 88D Server aplikasi dan website
Intel Xeon Gold 6230
CPU @ 2.10GHz (8
core(s))
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Table 2.2 Spesifikasi Perangkat Lunak Server

No. | Nama Server Nama Perangkat Versi Licensi Keterangan
Lunak dan OS5
1 | Server Backup | Centos 7 | free
2 | Server Utama Centos 8 | free
Table 2.3 Spesifikasi Perangkat Lunak Database
No. Nama Server Spesifikasi Versi Licensi Fungsi
(DBMS/RDBMS)
1 | Server Backup MariaDB 10 | free database
2 | Server Utama MariaDB 10 | free database

Implementasi SPBE harus didukung dengan perangkat keras (hardware) dan
perangkat lunak (softwrae) yang memadai. Perangkat keras yang digunakan
antara lain personal komputer, laptop, printer, scanner, dan berbagai peralatan
pendukung lainnya, Perangkat keras tersebut dapat beroperasi apabila didukung
dengan operating system yang sesuai dan uptodate. Hasil survey menunjukkan
bahwa semua unit organisasi sudah memiliki perangkat keras dan perangkat lunak
untuk menunjang pelaksanaan SPBE.

Table 2.4 Ketersediaan Perangkat Keras di OPD/Kecamatan/Kelurahan

Jenis Kecamatan Kelurahan OPD Jumiah
Desktop 11 25 148 184
Laptop 6 8 : ?;D 155
Perangkat Jaringan 2 B 20 26
Printer 11 26 158 196
Printer & Scanner 1 8 8 17
Scanner 8 B
Server 2 4 17 23
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Smartphone/Tablet T ag 30
Lain-lain 5] 52 58
Total 33 82 581 696

Table 2.5 Kondisi Parangkat Keras di OPLVKecamatan/Kelurahan

Jenis Berfungsi Tidak Tidak Jumlah
Berfungsi Tahu
Desktop 149 35 184
Lain-iain éﬂ 58
Laptop 150 5 165
Perangkat Jaringan 26 26
Printer 178 3 14 185
Printer & Scanner 15 2 17
Scanner 8 8
Server 20 3 23
Smartphone/Tablet 3o ao
Lain-lain 58 58
Total 634 48 14 696
2.2.3. Aplikasi

Aplikasi adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang
dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. 100% unit
organisasi di di Pemerintah Kota Metro, penggunaan aplikasi sebagai alat untuk
melaksanakan tugas fungsinya.

Tekad Pemerintah Kota Metro untuk melaksanakan program prioritas tercermin
dari pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik. Layanan
Administrasi dan Publik yang sudah didukung dengan penyediaan aplikasi adalah :
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1. MEWS (MW) JAMA PAI, merupakan aplikasi untuk fasilitasi program
jaringan masyarakat untuk peduli ibu dan anak.

2. E-SEKAM, merupakan aplikasi yang mendukung program Creative-Hub
(program Metro Bangga Beli, sentra Kreatif Metro, dan peningkatan
produktivitas dan pemasaran UMKM)

3. E-SIKAM, merupakan aplikasi kearsiapan dinamis yang dimanfaatkan untuk
pengelolaan tata naskah dinas secara elektronik.

Aplikasi lainnya yang diimplementasikan di Pemerintah Kota Metro berasal dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Kota Metro, dan beberapa unit organisasi
mengembangkan sendiri aplikasi yang dibutuhkan.

Aplikasi yang berasal dari Pemerintah Pusat ada 81 jenis aplikasi Layanan yang
didukung adalah sebagai berkut:

= Layanan Publik (ada 24 aplikasi).

* Layanan Perencanaan (17 aplikasi)

» Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (1 aplikasi)

* Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (4 aplikasi)

= Layanan Penganggaran (7 aplikasi)

= Layanan Pengaduan Pelayanan Publik (2 aplikasi)

* Layanan Pengadaan Barang dan Jasa ( 3 aplikasi)

= |Layanan Kinerja Pegawai ( 1 aplikasi)

= Layanan Keuangan ( 4 aplikasi)

= Layanan Kepegawaian (1 aplikasi)

» Layanan Kearsipan Dinamis (2 aplikasi)

= Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi ( 3 aplikasi)

Aplikasi yang dikembangkan sendiri di Pemerintah Kota Metro ada 62 jenis
aplikasi. Layanan yang didukung adalah sebagai berikut:

* Layanan Publik (26 aplikasi).

= Layanan Publik Sektor Kesehatan (2 aplikasi).

* Layanan Publik Sektor Pendidikan (1 aplikasi).

* Layanan Publik Sektor Ekonomi ( 1 aplikasi).

= Layanan Perencanaan (7 aplikasi)

= Layanan Penganggaran (1 aplikasi)
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= Layanan Pengaduan Pelayanan Publik (6 aplikasi)

* Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (2 aplikasi)

» Layanan Kinerja Pegawai (2 aplikasi)

= Layanan Keuangan (4 aplikasi)

= |Layanan Kepegawaian (4 aplikasi)

= Layanan Kearsipan Dinamis (3 aplikasi)

= Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (2 aplikasi)
= Layanan JDIH (1 aplikasi)

Table 2.6 Layanan SPBE
Layanan SPRE
Layanan Perencanaan Tersedia
Layanan Penganggaran Tersedia
Layanan Keuangan Tersedia
Layanan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Tersedia
Adinintstrss] Layanan Kepegawaian Tersedia
Pemerintahan |L2Yanen Kearsipan Dinamis Tersedia
Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah |Tersedia
Layanan Pengawasan Internal Pemerintah Tersedia
Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tersedia
Layanan Kinerja Pegawai Tersedia
Layanan Pengaduan Pelayanan Publik Tersedia
Layanan Data Terbuka Belum Tersedia
Layanan JDIH Tersedia
tayanan PUblK - [Cayanan Publik Sektor Kesehatan Tersedia
Layanan Publik Sektor Pendidikan Tersedia
Layanan Publik Sektor Ekonomi Tersedia

2.3. Sumber Daya Manusia

Mengembangkan dan mengimplementasikan SPBE harus diikuti dengan
pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (people) dan penerima
manfaat. Kualitas dan kuantitas SDM dengan kemampuan TIK menjadi penentu
dalam keberhasilan penerapan SPBE. Berdasarkan hasil survey, jumliah SDM
dengan latar belakang pendidikan TIK adalah sebanyak 93 orang. Dari semua
SDM TIK tersebut, 43 % berstatus PNS (40 orang), sedangkan lainnya sebanyak
57 % (53 orang) berstatus non PNS.
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SDM TIK yang berstatus sebagai PNS berkualifikasi S1 dengan persentase 50 %
(20 orang). Jenjang pendidikan terendah untuk SDM TIK adalah D.|ll sebanyak
18,3% (32,5 orang) dan jenjang pendidikan 52 sebanyak 17,3% (17,5 orang ) dari
seluruh SDM TIK yang berstatus PNS yang ada di Pemerintah Kota Metro.

Jumiah SDM TIK dengan status non PNS sebagian besar berkualifikasi S1 yaitu
sebanyak 62% (33 orang) SDM TIK Non PNS dengan jenjang pendidikan D.III.
sebanyak 38 % (20 orang).

Distribusi SDM TIK
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

«D3 =51 »52

Gambar 2.4 Distribusi SDM TIK Berdasarkan Jenfang Pendidikan
2.4. Analisis SWOT

Analisis kondisi internal dan kondisi eksternal merupakan landasan bagi
dibangunnya strategi solusi yang dibutuhkan untuk mengatasi kendala yang ada.

Hasil survey dan beberapa kali dilakukan Focus Group Discussion (FGD) memberi
gambaran bagaimana kondisi internal dan eksternal dalam pelaksanaan SPBE di
Pemerintah Kota Metro.
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2.5. Gap Analisis

Gap analisis merupakan analisa yang dilakukan dengan membandingkan kondisi
eksisting dan kondisi yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan penerapan SPBE di Kota Metro, kondisi yang diharapkan
adalah bahwa tingkat kematangan penerapan SPBE memiliki predikat BAIK.
Predikat SPBE ditentukan oleh Nilai Indeks SPBE yang dicapai.

Nilai indeks SPBE adalah ukuran tingkat kematangan (maturity level) penerapan
SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Predikat SPBE ditentukan
berdasarkan rentang indeks SPBE yang dijelaskan pada tabel berikut:

Table 2.8 Nilai Indeks SPBE
No Nilai Indeks Frnl:li_I:II
1 42-50 Memuaskan
2 35-<42 Sangal Bak
3 26-<35 Baik S
4 18-<26 Cukup
5 <18 Kurang L

Indeks SPBE Pemerintah Kota Metro pada tahun 2019 adalah 2.17 yang berarti
predikatnya adalah Cukup. Kondisi yang diinginkan pada tahun 2026 adalah
Predikat Baik. Dengan demikian, Nilai Indeks SPBE yang harus dicapal minimal
2.6 denga predikat Baik.

Mengetahui Kondisi saat ini dan kondisi yang ingin dicapai periu dilakukan agar
diketahui kesenjangan antara keduanya. Kesenjangan antara kondisi saat ini dan
kondisi yang diharapkan dijabarkan menurut aspeknya pada tabel di bawah ini.

Table 2.9 Kesenjangan Aspek 1 (Kebijakan Internal Tata Kelola).

Indeks 212°%)

Aspek 1 Kebijakan Internal Tata Kelola

Kondigi saat ini | = Sudah memiliki Peraturan Daerah Kota Metro Momaor 8 Tahun
2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE)

29| Pemerintah Kota Metro
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* Sudah dibentuk Tim Koordinator Pengembangan SPBE
Nomor 58 tahun 2021 tanggal 25 Januar 2021

Kondisi Ideal

Terdapat kebijakan tata Kelola SPBE dengan 10 aspek
kebijakan yang berjalan secara optimum.

10 aspek kebijakan tersebut meliputi:

Kebijakan internal arsitektur SPBE

Kebijakan internal peta rencana

Kebijakan internal manajemen data

Kebijakan internal pembangunan aplikasi

Kebijakan internal layanan Pusat

Kebijakan internal layanan jaringan

Kebljakan internal penggunaan sistem penghubung
layanan Instansi Pusat/Pemerintah

= Kebijakan internal manajemen keamanan informasi
* Kebijakan intemal audit teknologi informasi dan komunikasi
» Kebijakan internal tim koordinasi Pemerintah Daerah

Kondisi yang
diharapkan

Tersusun kebijakan tatz Kelola SPBE yang meliputi 10 aspek
kebijakan

Table 2.10 Kesenjangan Aspek 2 (Perencanaan Strategis SPBE)

indeks 1.57%)
Aspek 2 Perencanaan Strategis SPBE
Kondisi saat ini Sudah memiliki inovas| daerah, namun tanpa perencanaan dan
dilaksanakan sewaktu-waktu
Kondisi Ideal * Memiliki Arsitektur SPBE Instansi Pemerintah Daerah dan
Peta Rencana SPBE Instansi Pemerintah Daerah
= Ada keterpaduan antara Rencana dan Anggaran SPBE.
» Sudah memiliki perencanaan yang matang terkait Inovasi
Proses Bisnis SPBE
Kondisi yang Memiliki dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
diharapkan (termasuk didalamnya perencanaan inovasi proses bisnis )
dalam bentuk perwal dan anggaran yang tercantum dalam
Renja

Table 2.11 Kesenjangan Aspek 3 (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Indeks

1.57 %)

Aspek 3

Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kondisi saat ini

= Akses internet 100%
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Tersedia intranet pemkot

Infrastruktur jaringan masih sewa

Kondisi kecepatan jaringan masih putus nyambung (38%)
Tersedia 72 aplikasi yang digunakan oleh
OPD/kecamatan/kelurahan

Kondisi Ideal

Pembangunan Aplikasi SPBE

Memiliki Layanan Pusat Data

Memiliki Layanan jaringan intra Instansi Pemerintah Daerah
Sudah menggunakan sistem penghubung (Service Bus)
layanan Instansi Pemerintah Daerah yang menunjang kinera
organisasi, dan direview dan dievaluasi secara periodik

Kondisi yang
diharapkan

* Tersedia aplikasi untuk semua jenis layanan

* Memiliki Layanan Pusat Data

* Peningkatan kecepatan akses jaringan intra dengan
penambahan bandwidth dan penerapan teknologi fiber optic

Table 2.12 Kesenjangan Aspek 4 (Penyelenggara SPBE)

indeks

1.57 )

Aspek 4

Penyelenggara SPBE

Kondisi saat ini

= Sudah ada berkolaborasi antar instansi dalam penerapan
SPBE

» Kolaborasl antara Diskominfo dengan OPD lain

* Dinas Pendidikan dengan Dukcapil

» RSUD dengan Puskesmas

Kondisi Ideal Pelaksanaan tim koordinasi SPBE Instansi Pemerintah Daerah
berjalan sesuai fungsi dan berkolaborasi dalam penerapan
SPBE

Kondisi yang = Dibentuk tim koordinasi SPBE dalam bentuk SK Wallkota.

diharapkan * Mengkondisikan kolaborasi penerapan SPBE antar OPD

dengan kesamaan proses bisnis

Table 2.13 Kesenjangan Aspek 5 (Penerapan Manajemen SPBE)

Indeks Belum dievaluasi pada pedoman versi 2018
Aspek 5 Penerapan Manajemen SPBE
Kondisi saat ini Sudah dilakukan manajemen TIK. namun belum optimal dan

bersifat sewaktu-waktu
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Kondisi Ideal

Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan
informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Mangjemen
Manajemen Perubahan yang terdefinisi, terukur, direview dan
dievaluasi.

Kondisi yang
diharapkan

= Pembentukan tim computer security incident response

= Dilakukan pengelolaan satu data

= Dilakukan Pemetaan dan peningkatan kompetensi SDM TIK
secara periodik

Table 2 14 Kesenjangan Aspek 6 (Pelaksanaan Audil TIK)

Indeks Belum dievaluasi pada pedoman versi 2018

Aspek B Pelaksanaan Audit TIK

Kondisi saat ini Belum melakukan audit TIK

Kondisi Ideal Melaksanakan Audit Infrastrukiur SPBE, Audit Aplikasi SPBE,
Audit Keamanan SPBE

Kondisi yang Melaksanakan Audit Aplikasi yang strategis dan memiliki daya

diharapkan ungkit dalam hal kinerja pelayanan publik.

Table 2.15 Kesenjangan Aspek 7 (Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis

Elektronik)

Indeks

2487)

Aspek 7

Layanan Administrasi PFemerintahan Berbasis Elektronik

Kondisi saat ini

» Tersedia Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran,
Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa,
Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

* Belum Tersedia Layanan Pengawasan Internal

Kondisi Ideal

Tersedia Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran,
Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa,
Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan Dinamis, Layanan
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Layanan Pengawasan
Internal Pemerintah

Yang memanfaatkan sumber daya bersama dan berkolaborasi
antar proses bisnis.

Kondisi yang
diharapkan

* |ntegrasi Layanan Perencanaan yg terintegrasi dengan
penganggaran dan keuangan
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= Integrasi layanan Pengadaan Barang dan Jasa dengan e-
Vendor
* Peningkatan layanan Kepegawalan untuk semua semua jenis

ketenagaan, balk Fungsiona! Teknis maupun Fungsional
Umum.

Table 2. 16 Kesenjangan Aspek 8 (Layanan Publik Berbasis Elektronik)

Indeks 248")
Aspek B Layanan Publik Berbasis Elektronik
Kondisi saat ini » Tersedia Layanan Pengaduan Pelayanan Publik (Lapor Yai)

Jaringan Dakumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
Tersedia Layanan Publik Sektor Kesehatan (Antrian Online,
SIMRS)

Tersedia Layanan Publik Sektor Pendidikan (PPDB online)
Tersedia Layanan Publik Sektor Ekonomi (e-SEKAM)

Kondigi Ideal Tersedia Layanan Pengaduan Pelayanan Publik , Layanan Data
Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH),
Layanan Publik Kesehatan, Layanan Publik Sektor
Pendidikan,Layanan Publik Sektor Ekonomi yang terkelola

dengan baik.
Kondisi yang Tersedia Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Jaringan
diharapkan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik

Kesehatan, Layanan Publik Sektor Pendidikan, Layanan Publik
Sektor Wisata yang terintegrasi antar OPD dan dengan
pemerntah pusat

2.6. Tantangan Era Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 merupakan penggabungan antara informasi serta teknologi
komunikasi sehingga sering disebut dengan istilah cyber physical system.
Revolusi Industri 4.0 menitikberatkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara
teknologi siber. Munculnya revolusi ini, mengubah banyak hal di berbagai sektor.
Utamanya pada kebutuhan SDM yang di beberapa area yang bisa digantikan oleh
mesin teknologi.

Jenis teknologi yang menjadi pilar utama dalam Revolusi Industri 4.0 adalah
Internet of Things (loT), Big Data, Argumented Reality, Cyber Security, Artifical
Intelegence, Addictive Manufacturing, Simulation, System Integeration, Cloud
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Computing dan Blockchain. Pemanfaatan teknologi ini dalam SPBE akan
berpengaruh terhadap model layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2.6.1. Internet of Things (loT)

Berdasarkan ITU Internet of Things (loT) adalah infrastruktur global yang dapat
dimanfaatkan untuk informasi publik yang dapat memberikan layanan interkoneksi
perangkat baik fisik maupun vitual berdasarkan perkembangan interopraabilitas
informasi dan teknologi komunikasi.

loT merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak,
sensor, aktuator, dan konektivitas intemet sehingga mampu melakukan
pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan semakin
meningkatnya pemanfaatan loT dalam kehidupan sehari-hari, layanan SPBE
diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan
yang diinginkan oleh pengguna dengan memperiuas ketersediaan kanal-kanal
Layanan SPBE yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat loT

Berikut ini gambaran pemanfaatan teknologi loT :

Gambar 2.5 Pemanfaatan loT

2.6.2. Big Data
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Jumlah data yang telah dibuat dan disimpan pada tingkat global hari ini hampir tak
terbayangkan jumlahnya. Data tersebut terus tumbuh tanpa henti. Artinya, Big
Data memiliki potensi tinggi untuk mengumpulkan pengetahuan dari data dan
informasi yang tersedia. Sayangnya sampai saat ini, baru sebagian kecil data yang
telah dianalisis. Big Data menjadi strategi yang baik dalam mengolah data dan
informasi mentah menjadi kemanfaatan yang terus mengalir ke organisasi.

BIG DATA

Gambar 2 € Big Data

Big data memiliki potensi untuk memberikan data yang akurat dan lebh mendalam
(insight). Sebagai contoh dalam analisis mengenai data-data transportasi dan juga
bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lainnya seperti pola jadwal, letak area parkir yang
kosong, dan kepadatan di suatu terminal bus. Begitu juga dengan sektor energi
dan komoditas, air dan listrik. Pola penggunaan, distribusi dan pasokan bisa
diprediksikan dengan lebih akurat dengan Big Data. Data histori penggunaan
bulanan bisa menjadi salah satu sumber data untuk dianalisis. Informasi yang
dihasilkan tentu akan bisa membantu untuk menentukan distribusi energi-energi
tersebut dengan lebih bijak, sesuai dengan permintaan dan kebutuhan pengguna.
informasi ini juga bisa bermanfaat untuk distribusi energi di tempat-tempat publik,
seperti jalan, taman, dan lain sebagainya. Data real-time dari pejalan kaki
misalnya, bisa menjadi salah satu rujukan untuk setiap sumber daya listrik yang
akan dialirkan di lampu-lampu jalan atau taman.
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Berikut ini dillustrasikan interaksi Big Data .

Action

Gambar 2.7 Interaksi Big Dala

Ketika organisasi mampu menggabungkan jumlah data besar yang dimilikinya
dengan analisis berkinerja tinggi, organisasi dapat menyelesaikan tugas-tugas
yang berhubungan dengan bisnis seperti:

» Menentukan akar penyebab kegagalan untuk setiap masalah bisnis.

» Menghasilkan informasi mengenai titk penting penjualan berdasarkan
kebiasaan pelanggan dalam membeli.

« Menghitung kembali seluruh risiko yang ada dalam waktu yang singkat.

= Mendeteksi perilaku penipuan yang dapat mempengaruhi organisasi.

Bagian penting konsep Big Data diantaranya adalah Volume, Kecepatan, Varietas,
\ariabilitas, dan Kompleksitas.

Arsitektur Big Data

Untuk memahami level aspek arsitektur yang tinggi dari Big Data, sebelumnya
harus memahami arsitektur informasi logis untuk data yang terstruktur. Pada
gambar di bawah ini menunjukkan dua sumber data yang menggunakan teknik
integrasi (ETL / Change Data Capture) untuk mentransfer data ke dalam DBMS
Data Warehouse atau Operational Data Store, yang dapat menyediakan berbagai
variasi dari kemampuan analisis untuk menampilkan data. Beberapa kemampuan
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analisis ini termasuk dashboard, laporan, statistik, bussiness intelligence (Bl),
ringkasan / summary, interpretasi semantik untuk data tekstual, dan alat visualisasi
untuk data yang kompleks. Informasi utama dalam prinsip arsitektur ini termasuk
cara pemanfaatan data sebagai aset melalui nilai, biaya, risiko, waktu, kualitas dan
akurasi data.

Berikut ini gambaran perbandingan teknologi Big Data Analytic vs Traditional
Analytic, dan Database Traditional vs Hadoop Architecture.

Technology Skills

Gambar 2.8 Big Data Analytic vs Traditional Analytic
App

‘l: =
L App App
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Gambar 2.9 Database Traditional vs Hadoop Architecture
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Berikut ini gambaran arsitektur Enterprise Sistem berbasis Big Data:
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Gambar 2.10 Enterprise System berbasis Big Data

2.6.3. Augmented Reality

Augmented Reality (AR) merupakan sebuah teknologi dimana menggabungkan
antara benda dunia maya dua dimensi dengan benda tiga dimensi yang ada ke
dalam sebuah lingkungan nyata tersebut, kemudian memproyeksikan benda maya
yang ada tersebut ke dalam waktu nyata.

Beberapa aplikasi yang menggunakan teknologi AR ini adalah aplikasi chatbot
serta pengenalan wajah atau yang lebih dikenal face recognition.

Berikut ini gambaran pemanfaatan Augmented Reality
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Gambar 2 11 Pemanfaatn Augmented Reality

2.6.4. Cyber Security

Cyber Security yang merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala
informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Cyber attack sendiri merupakan
segala jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan
atau confidentiality, integritas atau integrity, serta ketersediaan atau availability
sebuah informasi.

Lingkup keamanan siber (Cyber Security) adalah sebagai berikut :

= Managing User Priviieges (Pengelolaan hak akse user)

» Incident Management (Manajemen kegagalan sistem)

= Monitoring (Pengawasan)

= Home & Mobile Working (Kebiasaan bekerja dirumah, dikantor maupun
dalam kondisi berpindah-pindah atau mobile)

= Secure Configuration (Konfigurasi keamanan sistem)

= Removable Media Control {(Pengendalaian media yang eksternal)

= Malware Prevention (Pencegahan malware seperti virus computer)

= User Education & Awareness (Edukasi user dan kepedulian terhadap
keamanan)

= Network Security (Jaringan Sistern Keamanan)

Berikut ini gambaran lingkup keamanan siber (Cyber Securty)
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Gambar 2.12 Lingkup Keamanan siber (Cyber Sacurity)

2.6.5. Artificial Intelligence

Merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif
untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya
dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan Al dalam SPBE berpotensi membantu
pemerintah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab pertanyaan,
mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suaraltulisan, dan
membuat draf dokumen. Dalam hal pelayanan publik, Al dapat membantu
memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial,
kesehatan, dan transaksi keuangan. Berikut ini bidang iimu dan implementasi
Artificial Intelligence :

| Machine Learning |

Gambar 2 13 Bidang llmu dan Implementasi Artificial Intelligence
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2.6.6. Additive Manufacturing

Teknologi ini merupakan otomasi proses produksi melalui tekonologi 3D (three
dimensional). Hal ini memberi pengaruh positif pada kecepatan pengolahan dan
transportasi produk.

Additive Manufacturing merupakan sebuah terobosan baru yang ada di bidang
industri manufaktur dan sering dikenal menggunakan printer 3D. Dengan
kemajuan era teknologi saat ini dan berkembangnya era digital saat ini, gambar
atau desain digital yang telah dibuat dapat dijadikan sebagai barang nyata dengan
ukuran maupun bentuk yang dapat disesuaikan

Gambar 2 14 Additive Manufacturing

2.6.7. Simulation

Simulation merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Simulasi
seringkali digunakan untuk berbagai korteks, seperti dalam simulasi teknologi
yang digunakan untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, serta
pelatihan.

2.6.8. System Integration

System integration atau sistem integrasi yang merupakan sebuah rangkaian
penghubung antara beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Sistem
tersebut juga yang akan menggabungkan antara komponen sub sistem yang ada
dalam satu sistem sehingga dapat menjamin setiap fungsi yang ada dapat bekerja
dengan baik sebagai satu kesatuan dari sistem yang ada.
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Berikut ini contoh integrase data JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum) Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lemgaba (K/L) dengan JDIHN
(Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum MNasional)
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Gambar 2.15 Integrasi Data

2.6.9. Cloud Computing

Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet saat ini
sebagai pusat pengelolaan data maupun aplikasi. Dengan adanya cloud
computing ini, para pengguna komputer diberikan hak akses untuk dapat masuk
ke dalam server virtual yang dapat digunakan sebagai konfigurasi server melalui
internet. Terdapat tiga jenis model layanan dari cloud computing atau komputasi
awan ini sendiri, yang terdiri sebagai berikut.

= SaaS yang merupakan singkatan dar Cloud Software as a Service
merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan aplikasi
yang telah disediakan oleh infrastruktur awan.

= PaaS yang merupakan singkatan dari Cloud Platform as a Service yang
merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan platform
yang telah dibenkan, sehingga pengembang yang menggunakannya
hanya perlu fokus pada pengembangan sebuah aplikasi.

» laaS yang merupakan singkatan dari Infrastructure as a Service yang
merupakan sebuah layanan yang diberikan untuk menggunakan
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infrastruktur yang telah disediakan, dimana seseorang dapat memproses,
menyimpan, berjaringan, serta memakai sumber daya yang diperlukan.

Berikut ini gambaran Clud Computing :

Boffware 3 Service Pgthorm as 3 Servile intrasirechure an
Saasi [P aad Sarece (laad

Gambar 2.16 Cloud Computing

2.6.10. Blockchain

Blockchain dapat dikatakan sebagai basis data terdistribusi yang tidak
memeriukan otoritas pusat sehingga menghilangkan perlunya verifikasi dari pihak
ketiga. Blockchain terdir atas sekumpulan biok yang terhubung satu dengan
lainnya dengan metode hash, sehingga membentuk sebuah rantai dari kumpulan
blok. Blok genesis adalah blok pertama dar sebuah blockchain yang selalu
dituliskan secara manual (hardcoded) pada perangkat lunak BC. internet. Terdapat
tiga jenis model layanan dari cloud computing atau komputasi awan ini sendiri,
yang terdiri sebagai berikut.

Teknologi Blockchain memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :
1. Kendali yang terdesentralisasi. Sebuah desentralisasi yang tidak ada
sebuah otoritas yang mengatur secara mutlak, seperti tampak pada gambar
dibawah ini.
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2. Data yang transparan dan mudah untuk diaudit. Setiap node yang
terhubung ke dalam jaringan blockchain memiliki salinan lengkap dari
blockchain (publik), sejak blok genesis hingga blok terkini.

3. Informasi yang terdistribusi Setiap node menyimpan salinan dari
blockchain untuk menghindari adanya otoritas terpusat yang menyimpan
informasi tersebut sendiri.

4. Konsensus yang terdesentralisasi. Transaksi-transaksi yang direkam ke
dalam blockchain divalidasi oleh setiap node yang terhubung ke dalam
jaringan BC. Hal ini mematahkan paradigma konsensus terpusat.

5. Aman. Blockchain kebal terhadap kerusakan yang disengaja dan tidak dapat
dimanipulasi secara sengaja oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Berikut ini perbandingan arsitektur teknologi tersentralisasi dan blockchain :

SENTRALISAS DESENTRALISAS
: [ANTe A= T 1] Bk chawn
. -,-"’f i;. ; -"K-\ .d_f"--
™ e
" -
s -‘-.“‘H .
., ‘_-f" “'~.__
Dutsbisss - b 0
3 @ @ 'f? xﬂ.x ?
bk £ haain Mackchain

Gambar 2.17 Arsitektur Jaringan Blockchain

Kebutuhan akan manajemen autentikasi, akses, dan identitas semakin tidak
terelakkan dengan perkembangan teknologi web sebagai platform yang terdiri atas
aplikasi yang bermacam-macam. Arsitektur perangkat lunak modern memiliki
kemampuan tata kelola keamanan dan akses tidak hanya untuk aplikasi yang
berdiri sendiri atau terisolasi, tetapi juga aplikasi besar yang memiliki hubungan
dengan berbagai aplikasi dan layanan (services) lain.

Berikut ini peluang pemanfaatan blockchain di berbagai bidang :
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Gambar 2.18 Pemanfaatan Blockchain di Berbagai Bidang

aaa
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BAB 3 visi & misI SPBE

Sistemm Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Metro disusun dari domain
Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan.

Domain Kebijakan SPBE berada dalam area penerapan SPBE dilihat dan supra
sistem yang terdiri dari visi, misi, tujuan, sasaran yang selanjutnya dijabarkan
dalam arah kebijakan dan strategi penerapan SPBE.

Domain Tata Kelola SPBE merupakan area penerapan SPBE yang memastikan
bahwa telah dilakukan pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam
penerapan unsur-unsur SPBE. Aspek yang termasuk dalam tata kelola adalah
infrastruktur, data dan informasi, serta aplikasi

Domain Manajemen SPBE merupakan area penerapan SPBE untuk memastikan
tercapainya penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta
layanan SPBE yang berkualitas.

Domain Layanan SPBE merupakan area penerapan SPBE yang berupa keluaran
yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang
memiliki nilai manfaat yang terdiri dari Layanan Administrasi Pemerintahan dan
dan Layanan Publik.

Proses Bisnis dan Keamanan adalah prinsip yang digunakan dalam penerapan
SPBE di Kota Metro, yang melekat dalam semua aspek dalam kerangka dasar
SPBE.



Kerangka dasar SPBE Kota Metro dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Vi
Misa
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pyarian Pubilik
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Nata & nformasi

Marnajemen

Keamanan

Gambar 3 1 Kerangka Dasar SPBE Kota Metro

3.1. Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025 merupakan
kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembagunan aparatur khususnya dalam
hal peningkatan pelayanan publik. Arah kebijakan ini memberi peluang
pemanfaatan TIK untuk menunjang kepuasan masyarakat

Visi Kepala Daerah (Walikota) menurut Perda tersebut adalah METRO KOTA
PENDIDIKAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA TAHUN 2025.

Visi Jangka menengah Kota Metro 2021-2026 “Terwujudnya Kota Metro
Berpendidikan , Sehat Sejahtera ., dan Berbudaya”

Kota pendidikan mengandung arti bahwa tahun 2025 telah terwujudnya kondisi
masyarakat dimana pendidikan telah menjadi kultur / membudaya yang dilandasi
oleh nilai-nilai keagamaan ditengah-tengah masyarakat melalui tahapan reading,
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learning, transformation of learning dan pada akhimya tercipta suasana
masyarakat berbudaya belajar (internalizing).

Kota Pendidikan adalah leaming society area, yang berarti tempat dimana
seluruh komponen masyarakatnya berbudaya belajar. Tahapan yang di tempuh
meliputi reading society, learning transformation of leamning dan intermnalizing.

Maju mengandung pengertian terciptanya kondisi masyarakat yang berbudaya
belajar tinggi, unggul dalam berbagai sumber daya pembangunan, pelayanan
masyarakat yang berbasisi e-Leaming dan e-Government serta berstandar
internasional.

Sejahtera mengandung pengetian tercapainya indeks mutu hidup (income
perkapita, pengetahuan, harapan hidup) infrastruktur yang di harapkan,
kelestarian dan kesinambungan pembangunan (sustainable development) dan
derajat kesejahteraan masyarakat berstandar nasional serta berperilaku
keagamaan yang tinggi dalam suasana kehidupan yang aman, tentram, tertib, dan
demokratis.

Visi pembangunan jangka panjang tersebut diwujudkan melalui 6 (enam) misi
pembangunan, sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berpendidikan, berbudaya, berakhlak mulia,
bermoral, beretika, dan uk huwah keberagamaan dalam kehidupan.

2. Mewujudkan derajat kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat yang
memadai.

3. Mewujudkan perekonomian berbasis ekonomi kerakyatan dan potensi
daerah.

4. Mewujudkan ruang kota yang berwawasan lingkungan.

5. Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai.

8. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Tujuan yang ingin dicapai dari Arah Kebijakan pada Misi ke & adalah Peningkatan
Manajemen Pemerintahan yang Akuntabe!, Efektif, dan Efisien. Sasaran dar
tujuan tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bebas KKN, Profesional, dan Berkualitas.
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Salah satu sasaran pokoknya adalah Nilal Indeks Kepuasan Masyarakat Mencapai
90% pada tahun 2025,

3.2. Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2021-2026
merupakan kebijakan yang mendukung pembangunan aparatur negara.

Table 3.1 Visi & Misi Kepala Daerah menurut Perda RPJMD
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Visi Kepala Daerah menurut Perda RPJMD tersebut adalah Terwujudnya Kota
Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya.

Pokok-pokok visi tersebut adalah:
1. Kota Metro Berpendidikan

Kota Metro Berpendidikan diwujudkan dengan membentuk Generasi Emas
Metro Cemerlang (GEMERLANG), yaitu masyarakat cerdas yang mempunyai
daya saing di tingkat nasional dan global dengan mengedepankan nilai-nilai
agama dan ideologi Pancasila Pembentukan Generasi Emas Metro
Cemerlang akan dilaksanakan dengan membangun dan memperkuat
Intelligence Quotient atau I1Q (kecerdasan intelektualitas yang menjadi tolok
ukur berkehidupan dalam masyarakat), Spiritual Quotient atau SQ
(kecerdasan spiritual yaitu kecerdasan jiwa yang membantu untuk
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mengembangkan diri dengan nilai-nilai positif); Emotional Quotient atau EQ
(kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk menerma, menilai, dan
mengelola serta mengontrol diri dan orang lain di sekitarnya dalam kehidupan
bermasyarakat) dan Physical Quotient, yaitu kemampuan seseorang dalam
menjaga kebugaran atau kesehatan dirinya sendiri.

2. Kota Metro Sehat

Kota Metro Sehat diwujudkan dengan membangun masyarakat yang sehat
secara jasmani, rohani dan sehat secara sosial. Dengan fisik dan jiwa sehat,
diharapkan masyarakat dapat berinteraksi sosial tanpa membeda-bedakan
ras, suku, agama, atau kepercayaan, status sosial, ekonomi, politik dengan
tetap mengedepankan nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal. Metro
Sehat akan dilaksanakan melalui peningkatan derajat kesehatan, peningkatan
kehidupan beragama dan budaya gotong-royong

3. Kota Metro Sejahtera

Kota Metro Sejahtera merupakan kondisi masyarakat Kota Metro yang
makmur dengan pendapatan yang baik sehingga masyarakat dapat
memenuhi kebutuhan jasani, rohani dan sosial untuk dirinya, keluarga dan
masyarakat. Kota Metro Sejahtera akan diwujudkan melalui penguatan
perekonomian lokal yang menjadi sumber utama mata pencaharian
masyarakat Kota Metro. Penguatan perekonomian lokal dilakukan dengan
membentuk masyarakat yang produktif dan berdaya saing melalui
pengembangan ekonomi kreatif dan pemanfaatan teknologi informasi

4, Kota Metro Berbudaya

Kota Metro Berbudaya merujuk pada perilaku masyarakat Kota Metro agar
memiliki dan secara alamiah mengedepankan sikap yang berbudaya dalam
kehidupan sehari-hari. Berbudaya akan diwujudkan melalui penanaman nilai-
nilai budaya dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik maupun dalam sistem
pemerintahan sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa
menghilangkan jati diri sebagai anak bangsa.
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Dalam rangka mencapai Visi “Terwujudnya Kota Metro Berpendidikan, Sehat,
Sejahtera, dan Berbudaya”, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan tahun
2021-2026, yaitu sebagai berikut:

1. Misi1: Mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing
di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan.
Komitmen perwujudan Misi 1 akan dilaksanakan melalui:

1. Pemerataan kualitas pendidikan dan pengembangan sistem
pendidikan yang inklusif;

2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berliterasi;
Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berkompetisi,
berinovasi, beradaptasi terhadap perubahan global serta menciptakan
masyarakat yang berkarakter,

4. Meningkatkan integrasi-kolabarasi tokoh masyarakat dan pemangku
kepentingan dalam interaksi sosial, kegiatan budaya, dan kehidupan

beragama;
5. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui
sistem pemberdayaan
2. Misi 2 : Mewujudkan masyarakat sehat jasmani, rohani, dan sehat secara

sosial.
3. Misi 3 : Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efekif,
efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Komitmen perwujudan Misi 3 akan dilaksanakan melalui:

1. Meningkatkan sistem dan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi
dan berkelanjutan;

2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana persampahan
dengan sistem pengelolaan sampah terpadu;

3. Meningkatkan Sistem Penerangan Lingkungan;
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana Teknologi
Informasi dan Komunikasi di ruang publik dan permukiman sebagai
bentuk fasilitasi adaptasi terhadap perubahan global;

5. Mengembangkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
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4. Misi 4 : Meningkatkan masyarakat produktif, berdaya saing dalam bidang
teknologi, inovasi dan ekonomi kreatif.

Komitmen perwujudan Misi 4 akan dilaksanakan melalui:

1. Menciptakan model-model usaha baru dengan sistem kemitraan
antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi

2. Mengintegrasikan objek wisata yang ada di Kota Metro melalui sistem
informasi data terpadu

3. Membangun cerative-hub sebagai tempat dengan ruang-ruang untuk
bekerja bagi komunitas-komunitas kreatif sekaligus menjadi inkubator
bisnis industri kreatif

4. Meningkatkan bantuan sarana produksi pertanian dan alat mesin
pertanian untuk mendukung peningkatan sistem intensifikasi
pertanian.

5 Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good
Governance), Terhormat, dan Bermartabat.

Komitmen perwujudan Misi 5 akan dilaksanakan melalui:

1. Meningkatkan keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang
relevan, akurat, serta berkala kepada masyarakat, terkait kinerja
pemerintah, pengelolaan keuangan dan asset daerah serta
manajemen pegawal,

2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan secara profesional tanpa
benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
beriaku.

3. Meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan birokrasi dengan
mengedepankan prinsip good governance.

3.3. Visi & Misi SPBE

Visi

Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan
menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi,
terhormat, dan bermartabat.
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Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu
di Pemerintah Kota Metro untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif,
dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik
yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.

1. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistemn
pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;

2. Mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu,
menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas,

3. Membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi,
aman, dan andal; dan

4. Membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi

dan komunikasi.
Tujuan
Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel;

2. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan

3. Mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Sasaran
Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah:

Terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;

2. Terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada
pengguna,

3. Terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan

4. Meningkatnya kapasitas SDM SPBE.
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Table 3.2 Visi & Misi SPBE

Metakukan penataan dan Mewujudian tata kelola Terwujudnys tata kebola dan
penguatan ofganiias dan tata | pemaerintahan yang bersih, manajemen SPRE yang efektif
klola systern pemerintahan efektif, efisien, transparan dan efisien;
berbasis elektronik yang dan akuntabel
terpadu;
Mengembangkan pelayanan Mewujudican pelayanan Terwujudnya layanan SPBE
Terwujudnya system public berbasi elektronik public yang berkuafitas dan yang terpadu dan barorentasi
pemerintahan berbasis yang terpadu, menyeluruh, terpercaya; kepada pengguna;
elektronik yang terpadu dan dan menjangkau masyarakat
menyeluruh untuk mencapal juas:
birokrasi dan pelaysnan
public yang berkinerja tinggi Mambangun fondasi Mewujudian system Terselenggaranya
terhormat, dan bermartabat teknologl informasi dan pemerintanan berbasis Infrastruktur SPBE yang
komunikasi yang terintegrasl, | slektronik yang terpadu terintegrast; dan
aman, dan anda; dan
Membangun S0M yang Meningkatnya kapasitas SOM
kompeten dan Inovatif SPRE
berbasis teknologl informasl
J dan komunikasi

3.4. Arah Kebijakan dan Strategi

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE, maka arah kebijakan, strategi ,
dan peta rencana strategis SPBE akan difokuskan pada domain tata kelola,
layanan, sumber daya TIK, dan sumber daya manusia.

3.4.1. Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya
pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan unsur-unsur SPBE
secara terpadu.

Tata Kelola SPBE diarahkan untuk perbaikan Tata Kelola SPBE dengan
melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan
SPBE dan kebijakan SPBE untuk mewujudkan SPBE yang terpadu dan
menyeluruh. Perbaikan tata kelola dapat dicapai melalui pembentukan tim
koordinasi Pemerintah Kota Metro, Arsitektur SPBE,
penyederhanaan dan pengintegrasian proses bisnis pemerintahan, dan
penyusunan kebijakan SPBE yang terpadu.

pembangunan



jaih. metrokota.go.|d

Arah kebijakan SPBE terkait tata kelola adalah sebagai berikut:

a. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi
Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu antar perngkat daerah perlu
melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam
pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE.

Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE
secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran
dalam pelaksanaan SPBE.

Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem
koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu antar Instansi
adalah:
1) Melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE
Pemerintah Daerah;
2) Menyusun peta proses bisnis Pemerintah Kota Metro; dan
3) Melakukan evaluasi tata kelola SPBE meliputi perencanaan,
manajemen belanja finvestasi, dan pemeliharaan sistem

b. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu
Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua
pemangku kepentingan didalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan
SPBE di Pemerintah Kota Metro. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan
diharapkan berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Kota
Metro sehingga dapat terwujud kebijakan SPBE yang tidak parsial, namun
terpadu.

Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yangmenyeluruh dan terpadu
adalah:

1) Meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah dan masyarakat di dalam
perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE; dan
2) Melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE

3.4.2. Layanan SPBE

Layanan SPBE diarahkan untuk peningkatan kualitas Layanan SPBE dengan
melakukan pengembangan Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna,



jdih metrokota.go id

terintegrasi, dan berkesinambungan. Peningkatan kualitas Layanan SPBE dapat
dicapai melalui pembangunan portal layanan publik dan portal Satu Data, integrasi
Layanan SPBE, dan penerapan manajemen layanan dan teknologi layanan yang
tepat guna dan tepat sasaran.

Arah Kebijakan

Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE
dan membuka ruang partisipasi masyarakat
Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka
ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat
hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil,
terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam
penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya
bagi masyarakat.
Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi
kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
1) Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE
terpenuhi; dan
2) Membangun Portal Pelayanan Publik dan Portal Satu Data .
Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan
Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan
berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE
dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang
berkesinambungan adalah:
1) Melakukan integrasi layanan di dalam dan antar perangkat daerah: dan
2) Menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna
dan tepat sasaran.

3.4.3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan TIK diarahkan untuk penyediaan infrastruktur SPBE dan
melakukan pengintegrasian data dan informasi, Infrastruktur SPBE, serta Aplikasi
SPBE. TIK yang terintegrasi dapat dicapai melalui pemanfaatan Pusat Data dan
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jaringan pita lebar yang telah tersedia, penerapan teknologi berbagi pakai, dan
penerapan manajemen data.

Arah kebijakan yang pada domain TIK adalah sebagai berikut:

1.

Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, dan
terstandarisasi.
Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data dan Jaringan
Intra pemerintah.
Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat
ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara:
mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan
ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah

- Terintegrasi, vyaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama

infrastruktur SPBE antar Instansi;
- Terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian
infrastruktur SPBE; dan

- Menjangkau semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah,
Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung
kebijakan moratorium pembangunan pusat data oleh Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah dan mengarahkan penggunaan Pusat Data nasional.
Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri,
terintegrasi, terstandarisasi adalah:

1) Penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur SPBE mencakup Pusat

Data
2) Penyediaan Jaringan Intra pemerintah dengan memanfaatkan jaringan
pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE

Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi
pakai
Optimalisasi penggunaan Aplikasi SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai
dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan
Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang
terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan:



jdih metrokota.go id

1) Adopsi Aplikasi Umum apabila aplikasi tersebut belum
diimplementasikan di Pemerintah Kota Metro.

2) Integrasi dengan Aplikasi Umum apabila Aplikasi Umum tersebut dirilis
setelah sudah dilaksanakan implementasi aplikasi sejenis di
Pemerintah Kota Metro.

3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas

Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat
dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan
program kegiatan.
Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan
informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan
kedaulatan informasi pemerintah.
Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan
berkualitas adalah:

1) Menerapkan manajemen data yang terpadu

2) Menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu

3.4.4. Sumber Daya Manusia SPBE

SDM SPBE diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE
di Pemerintah Kota Metro serta peningkatan kapasitas SDM SPBE.
Pengembangan SDM SPBE dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan
penerapan praktik terbaik SPBE, pembangunan budaya kerja berbasis SPBE,
pengembangan jabatan fungsional PNS, dan pelaksanaan kemitraan dengan
berbagai pihak.

a. Pengembangan Kepemimpinan SPBE

Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan
keberhasilan SPBE di Pemerintah Kota Metro melalui komitmen, keteladanan,
dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan
mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat
mendukung kemajuan SPBE.

Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi
Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
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1) Meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi
pimpinan di seluruh perangkat daerah di Pemerintah Kota Metro: dan
2) Membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE

Peningkatan kapasitas SOM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar
kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE,
mengembangkan pola karir SOM SPBE agar pembangunan, pengembangan,
pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik,
berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna.

Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SOM SPBE adalah:

1) Mengembangkan jabatan fungsional Pegawal Negeri Sipil (PNS) yang
terkait dengan SPBE; dan

2) Membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan
kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan
dan pengembangan SPBE.

3) Melakukan penambahan kuantitas SDM T1 penyelenggara SPBE sesuai
kebutuhan dengan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun Standar Kompetensi Kerja
Internasional.
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BAB 4 PETA RENCANA SPBE

Penyusunan Masterplan TIK yang baik untuk sebuah organisasi adalah
merupakan kombinasi antara TIK Strategic Plan dan TIK Blue Print dimana secara

prinsip Penyusunan Masterplan TIK sekurang-kurangnya membahas hal-hal
sebagai berikut:

1

ICT Business Alignment dan Value Management, hal ini untuk memastikan
terjadinya keselarasan antara strategi dan kebutuhan organisasi
(requirements) terhadap pengembangan TIK yang memberikan nilai tambah
serta manfaat langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi,
kapabilitas TIK yang perlu dikembangkan beserta karakteristiknya yang
sesuai dengan kebutuhan organisasi arsitektur utuh, holistik, menyeluruh,
dan bersifat sistemik;

Existing IT Review dan ICT Perforrnance, merupakan kajian terhadap
portofolio dan kinerja seluruh aspek TIK terkini yang saat ini dimiliki oleh
organisasi yang bersangkutan beserta permasalahan yang menyelimutinya,
ICT Issues dan Gap Analysis, merupakan analisa gap antara kebutuhan
diutarakan pada dua tahap terdahulu, dimana secara mendalam dibahas
problem-problem yang terjadi beserta rekomendasi usulan solusinya;

ICT System Development dan ICT Prioritisation, berisi daftar pengembangan
sistem TIK yang dibangun berdasarkan tingkat kepentingan, ketersadiaan
dana serta sumber daya, target pencapaian organisasi, dan kntikalitas
kebutuhannya;

IT Project Portofolic Management dan Govermance Structure, sebuah
rujukan manajemen pelaksanaan portofolio perencanaan dan eksekusi
kegiatan TIK beserta struktur tata kelola (governance) yang disepakati
bersama untuk diadopsi

Agar Penyusunan Masterplan TIK (Renduk SPBE) dapat dikembangkan dengan
baik dan benar, serta sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan
sebelumnya, maka periu dipergunakan sebuah metodologi sebagai panduan
dalam penyusunannya yang komprehensif.

E‘Ipl'[ﬁ‘.!ilrll;{h Kota Metro
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Pada tahap awal kegiatan analisis teknologi dan analisis permasalahan sangat
penting agar dapat mengidentifikasikan kebutuhan Penyusunan Masterplan TIK

Organisasi yang baik harus memiliki kerangka manajemen proyek teknologi
informasi yang jelas, logis, sistematik, dan efektif. Kerangka standar pengelolaan
proyek ini harus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk
memastikan bahwa setiap proyek dilaksanakan secara baik dan benar, sehingga
berhasil mencapai obyektifnya (oufcome) sesuai dengan jangka wakiu dan
besaran biaya yang telah ditetapkan sebelumnya dalam tahap perencanaan.

Sistem aplikasi harus dirancang, dikembangkan, dikonfigurasi, diinstalasi,
diterapkan, dan dipantau. Oleh karena itulah maka manajemen pengembagan
sistem dalam sebuah organisasi sangat penting untuk mencapai tingkat
kematangan sistem dan terintegrasi untuk mendukung one dafta policy dan
decision support system.

Menyusun rencana pembangunan dan pengembangan teknologi informasi
berdasarkan TOGAF, kebutuhan ICT, desain Penyusunan Masterplan TIK untuk
mewujudkan tujuan pengembangan dan pemanfaatan TIK secara bertahap yang
jelas. Arsitektur TIK dapat meliputi: Business Architecture, Data Architecture,
Application Architecture, Technical Architecture.

i ()J.r:-ru. ot

/ Technology
Wi @ CFTRRET RIS B DRLEDIN RS PR

Emterprise Architeciure

Gambar 4.1 Arsitektur TIK (TOGAF)
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4.1.

Latar

Tata

Tata Kelola SPBE

belakang perlunya Tata Kelola SPBE adalah:

Perlunya pencapaian kualitas layanan publik dan layanan administrasi
pemerintahan yang lebih baik.

Perlunya efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya SPBE.
Perlunya harmonisasi antara sumber daya SPBE di tingkat daerah dengan
sumber daya SPBE Nasional.

Kelola TIK diperuntukan bagi semua perangkat daerah dilingkungan

Pemerintah Kota Metro.

Lingkup tata kelola SPBE mencakup 4 aspek yaitu:

AW oo

41.1.
Tata

Aspek 1 - Kebijakan Intermal

Aspek 2 - Perencanaan Strategis

Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi
Aspek 4 - Penyelenggara SPBE

Aspek 1 - Kebijakan Internal

kelola Kebijakan Internal SPBE diarahkan untuk memastikan bahwa

kebijakan internal terkait SPBE sudah disusun. Kebijakan ini dijabarkan dalam
bentuk petunjuk teknis/SOP. Kebijakan internal yang periu disiapkan adalah:

4.1.2

Perwal tentang Penyelenggaraan SPBE di Pemerintah Kota Metro yang
mengatur mengenai Arsitektur, Peta Rencana, Manajemen Data,
Pembangunan Aplikasi, Layanan Pusat Data, Jaringan Intra, serta
Manajemen Keamanan Informasi.

Perwal tentang Tim Koordinasi SPBE di Pemerintah Kota Metro.

Perwal tentang Tim Kordinasi Satu Data Indonesia di Pemerintah Kota
Metro.

Aspek 2 - Perencanaan Strategis

Tata kelola Perencanaan Strategis diperlukan untuk memastikan bahwa:

Perencanaan SPBE yang ada di dalam Peta Rencana tertuang dalam
rencana kerja dan anggaran.
Peta Rencana SPBE direviu minimal 2 kali dalam 5 tahun pelaksanaan.
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4.1.3. Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tata kelola TIK diperlukan untuk memastikan bahwa:

41.4.

Pengembangan aplikasi SPBE didokumentasikan mulai dari proses
Perencanaan, Analisis, Desain, Implementasi, dan Pemeliharaan.
Memastikan bahwa semua perangkat daerah telah memanfaatkan layanan
pusat data sebagai sarana penyimpanan data.

Memastikan bahwa semua perangkat daerah terhubung dalam jaringan
intra Pemerintah Kota Metro.

Memastikan bahwa infrastruktur jaringan intra Pemerintah Kota Metro
terdokumentasi dengan baik.

Aspek 4 - Penyelenggara SPBE

Tata kelola Penyelenggara SPBE diperiukan untuk memastikan bahwa

41.5.

Telah dibentuk tim koordinasi SPBE Pemenntah Kota Metro
Pembentukan tim koordinasi SPBE telah disosialisasikan ke semua
perangkat daerah

Tim koordinasi SPBE melibatkan pihak non pemerintah seperti; perguruan
tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat dalam rangka
peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Pemerintah Kota Metro
melaui kegiatan forum diskusi SPBE secara berkala.

Perencanaan Tata Kelola SPBE

Perencaaan Tata Kelola SPBE dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 4.1 Perencanaan Kegiatan Tata Kelola SPBE

Tahun
e Keg Pelaksanaan
1 Penyusunan Perwal Rencana Induk SPBE Kota Metro 2022
2 | Pembentukan Tim Koordinasi SPBE Pemenntah Kota 2022-2026
Metro
3 | Sosialisasi Pembentukan dan Tugas Fungsi Tim 2022
Koordinasi SPBE Pemerintah Kota Metro
4 | Sosialisasi Tugas Fungsi Tim Koordinasi Koordinasi 2022
Layanan Satu Data Pemerintah Kota Metro
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Tahun
No Keglatan Pelaksanaan
5 Penyelenggaraan forum diskusi Tim Koordinasi SPBE 2023
Pemerintah Kota Metro dengan pihak non pemenntah
8 Dokumentasi Aplikasi SPBE (25 Aplikasi) dalam bentuk 2022-2028
SDLC (System Development Life Cycle)
7 | Reviu kesesuaian Peta Rencana SPBE dan Anggaran 2022-2026
(setiap tahun)
8 Reviu Peta Rencana 2023, 2025
8 Sosialisasi Hasil Reviu Peta Rencana 2023, 2025

4.2. Manajemen SPBE

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE
yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, seria layanan SPBE yang
berkualitas.

4.21. Aspek Manajemen
Manajemen SPBE meliputi:

a. Manajemen Risiko
Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan
meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilakukan
melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan,
dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
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Gambar 4.2 Penerapan Manajemen Risiko

b. Manajemen Keamanan Informasi
Manajemen keamanan informasi bertujuan untuk menjamin keberlangsungan
SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen
keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi
penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan,
dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan
terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

c. Manajemen Data.
Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat,
mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur
data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.

d. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi
Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi bertujuan untuk
menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi
informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset teknologi informasi
dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan,
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pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat
lunak yang digunakan dalam SPBE.
e. Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen sumber daya manusia berfujuan untuk menjamin
keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Manajemen
sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan,
pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia
dalam SPBE. Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan
dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE
dan Manajemen SPBE,
f.  Manajemen Pengetahuan
Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan
SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih
pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
g Manajemen Perubahan
Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan
meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang
terjadi dalam SPBE. Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian
proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan
dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
Lingkup manajemen perubahan dalam SPBE adalah:
1}  Perubahan Aplikasi;
2) Perubahan Perangkat Keras;
3) Perubahan Perangkat Lunak;
4) Perubahan Infrastruktur;
5) Perubahan Proses Bisnis;
6) Perubahan Lingkungan Organisasi;
7) Perubahan Layanan,
8) Perubahan Data,
9) Perubahan Keamanan,
10) Perubahan Arsitektur.
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h.  Manajemen Layanan SPBE

Manajemen Layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan
meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Manajemen
Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna
SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
Pelayanan Pengguna SPBE merupakan kegiatan pelayanan terhadap
keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari
Pengguna SPBE. Pengoperasian Layanan SPBE merupakan kegiatan
pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
Pengelolaan Aplikasi merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan
aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan
pengembangan Aplikasi SPBE.

Penyelenggaraan Manajemen Layanan dapat diwujudkan dengan
membangun portal pusat layanan untuk menjalankan proses:
1) Pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan
Layanan SPBE dari pengguna;
2) Pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi
SPBE, dan
3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada
metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.

4.2.2. Perencanaan Manajemen SPBE

Perencanaan manajemen SPBE Kota Metro untuk lima tahun ke depan dapat
dilihat pada tabel berikut:

Table 4.2 Perencanaan Kegiatan Manajemen SPBE

No. Keglatan Tahun
1 Penyusunan Analisis Risiko SPBE 2023
2 Peningkatan kompetensi SDOM dalam hal keamanan 2024

informasi (3 orang)

3 | Peningkatan kompetensi SDM dalam hal Audit TIK (3 2023
orang)
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No. Keglatan Tahun

4 | Penyusunan Analisis Beban Kerja Penyelenggara SPBE 2023
terkait Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknis (dengan
estimasi kebutuhan PNS ( sebanyak 3 Orang)

5 --F'nngalnnlaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, 2025
tan perubahan Layanan SPBE dari pengguna
6 | Penambahan SDM Tl Programmer S1 PNS di Dinas 2022-2023

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1
Orang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipll 1
Orang, RSUD Jenderal Ahmad Yani 1 Orang

7 Penambahan SDM Tl Programmer 31 Non PNS 10 2022-2023
Orang dan SDM TI Technical Support S1 Non PNS 5
Orang di Diskominfo

8 | Penambahan SDM Ti Pengelola Data dan Informasi 51 2022-2025
Non PNS dengan pola rekrutmen yang mengacu pada
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun
Standar Kompetensi Kerja Internasional (estimasi
kebutuhan sebanyak 1 Orang per
OPD/Kecamatan/Kelurahan)

4.3. Layanan SPBE

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa
fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Layanan SPBE dibagi
menjadi 2 kelompok besar yaitu Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis
Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik merupakan Layanan
SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka
meningkatkan kinerja dan akuntabillitas pemerintah. Sedangkan Layanan Publik
Berbasis Elektronik merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan
pelayanan publik,

4.3.1. Arsitektur Layanan

Penyelenggaraan Layanan SPBE di Kota Metro dilakukan dalam rangka mencapai
target visi dan misi Pemerintah Kota Metro yang tertuang dalam RPJMD 2021-
2026. Visi yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 adalah “Terwujudnya Kota
Metro Berpendidikan, Sehat, Sejahtera, dan Berbudaya” Sedangkan misi
yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut yang terkait langsung dengan
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layanan SPBE adalah "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good
Governance), Terhormat, dan Bermartabat”.

Penerima manfaat layanan adalah pelanggan/customer yang dalam hal ini adalah
masyarakat luas (dari kalangan masyarakat umum, pelaku usaha, LSM, dst) dan
dari kalangan pemerintah sendiri (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan
pemerintah Kota Metro sendiri).

Indikator keberhasilan penyelenggaraan layanan SPBE dapat dilihat melalui
indeks kepuasan pelanggan terhadap layanan SPBE.

Arsitektur Layanan SPBE Kota Metro dapat dilihat pada gambar berikut:

MWiewujucknn
[ata Kelola
Pomerintah
Yang bk
{Good
Govermance)
Terbormat dan
Bermartabal

Terwijudiya
Kota Metro
Herperded ikan,
tehal
Seqalilera, dan
Beroudaya

Inges
K0 LS
Petanggan

Gambar 4.3 Arsiterktur Layanan SPBE Kota Metro

4.3.2. Perencanaan Layanan

Layanan SPBE dalam hal penyediaan layanan administrasi pemerintahan
sebagian besar sudah dilakukan di Pemerintah Kota Metro. Langkah selanjutnya
lebih kepada penguatan tata Kelola dan manajemen pada layanan administrasi
pemerintahan. Sedangkan untuk penyediaan Layanan Publik, Pemerintah Kota
Metro masih perlu merencanakan penambahan layanan. Berikut adalah tabel
kegiatan yang periu dilakukan untuk penyediaan Layanan SPBE Kota Metro.
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Table 4.3 Perencanaan Kegiatan Layanan SPBE

No. Kegiatan Tahun
1 Penyediaan Layanan Satu Data 2024
2 Penyediaan Layanan Publik Sektor Ekonomi 2022 - 2026
a Penyediaan Layanan Publik Sektor Pendidikan 2022 - 2026
4 Panyediaan Layanan Publik Sektor Kesehatan 2022 - 2028
5 Penyediaan Layanan Publik Sektor Lainnya 2022 - 2028
6 Survey kepuasan pe_hngganl o - | jiiz_zﬂzf_

4 4. Infrastruktur SPBE

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas
yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi
data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan
perangkat elektronik lainnya.

Infrastruktur SPBE terdiri atas:

1. Pusat Data, yaitu fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem
elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan,
penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data

2. Jaringan Intra pemerintah, yaitu jaringan tertutup yang menghubungkan
antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.

3. Sistem Penghubung Layanan pemerintah, vaitu perangkat
integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

Pusat Data Pemerintah Kota Metro saat ini sudah menggunakan infrastruktur
pusat data nasional, sehingga untuk perencanaan kedepan tidak dilaksanakan
pengadaan Pusat Data Daerah. Perencanaan kedepan lebih diarahkan untuk
peningkatan kualitas dan jangkauan jaringan intra.

Jaringan Intra pemerintah saat ini masih dapat menggunakan mode| sewa dari
pihak ketiga untuk mendukung kolaborasi dan integrasi data dan informasi antar
perangkat daerah/OPD dilingkungan Pemerintah Kota Metro. Pembangunan
jaringan infrastruktur dengan teknologi berkecapatan tinggi dengan fiber oplic yang
pengadaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro secara
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mandiri untuk saat ini tidak memungkinkan dengan pertimbangan sumber daya
anggaran dan sumber daya manusia yang belum memadai.

Penyediaan akses internet yang lebih luas kepada masyarakat juga merupakan
harapan yang dituangkan dalam misi Pemerintah Kota Metro. Oleh karena itu
diperiukan pemetaan kebutuhan tower yang tersedia di wilayah Kota Metro
khususnya untuk mendukung layanan publik.

4.4.1. Arsitektur Infrastruktur
Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah terdin atas

1. Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah

2. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
merupakan Sistem Penghubung Layanan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran data dan informasi
Layanan SPBE dalam Pemerintah Daerah.

INFRASTRUKTUR 5PBE

Gambar 4.4 Infrastruktur SPBE Kota Metro

Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka
memenuhi kebutuhan layanan SPBE bagi pemangku kepentingan internal dan
eksternal. Penggunaan Infrastruktur tersebut dilakukan untuk mendukung
implementasi berbagi pakai sumber daya diingkungan Pemerintah Kota Metro
yang didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
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Gambaran Arsitektur Jaringan Intra Pemerintah SPBE Kota Metro dapat dilihat
pada gambar berikut:

Gambar 4.5 Arsitektur Infrastruktur SPBE Kola Meiro

4.4.2. Perencanaan Infrastruktur

Secara umum, infrastruktur SPBE sudah tersedia di Pemerintah Kota Metro. Pusat
data sudah memanfaatkan Pusat Data Nasional, sehingga tidak diperiukan
menyelenggarakan pengadaan Pusat Data daerah. Meskipun demikian, periu
perencanaan yang matang untuk penyediaan perangkat sistemn datawarehouse
yang nantinya akan menjadi server repository layanan Satu Data Pemerintah Kota
Metro.

Infrastruktur jaringan intra sebagian besar sudah dilaksanakan, namun masih periu
penambahan jangkauan jaringan intra dibeberapa titik lagi. Targetnya adalah
100% perangkat daerah dapat terhubung dalam jaringan intra Pemerintah Kota
Metro.
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Permasalahan kapasitas jaringan intra masih dialami dibeberapa instansi
perangkat daerah. Pemerintah Kota Metro masih perlu meningkatkan kapasitas
jaringan, khususnya dengan menaikkan bandwidth Penambahan bandwidth
dilakukan dengan menambah suplai bandwidth yang lebih besar yang diimbangi
dengan instalasi kabel fiber optic untuk meningkatkan transmisi elektronik. Di
samping itu jangkauan kabel fiber optic lebih luas, sehingga dapat meminimalkan
penggunaan tower.

Perencanaan infrastruktur SPBE untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada
tabel berikut:

Table 4.4 Parencanaan Infrastuktur SPBE

No. Kegiatan Tahun

1 Peningkatan kapasitas jaringan intra menggunakan fiber | 2022-2024
optic (Peningkatan Bandwith hingga 500 MBps) 2022-

2024
2 Peningkatan jangkauan jaringan intra (10 titik) 2023-2024
3 Pengembangan Data Warehouse 2024

4.5. Aplikasi SPBE

Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur
yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.

1.5.1. Arsitektur Aplikasi

Untuk mendukung layanan SPBE perlu dikembangkan aplikasi SPBE. Aplikasi
SPBE harus mendukung layanan yang ada yaitu Layanan Administrasi
Pemerintahan dan Layanan Publik. Aplikasi-aplikasi yang dikembangkan akan
terwujud dalam sebuah system pendukung layanan.

Semakin banyak layanan, akan semakin banyak aplikasi yang dikembangkan.
Kehadiran aplikasi yang semakin banyak membuat proses login dan autentikasi
semakin rumit. Permasalahan ini dapat diatasi dengan Single Sign-On (SS0O),
sebuah sistem autentikasi terhadap para pengguna. Arsitektur aplikasi yang ideal
adalah memanfaatkan metode SSO untuk metode autentifikasi pengguna.
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Berbagl pakai data/service merupakan konsep yang periu diterapkan dalam
sebuah arsitektur aplikasi yang ideal. Berbagi pakai data dapat dilakukan antar
aplikasi secara langsung. Namun metode ini hanya dapat diterapkan untuk mode
sederhana. Untuk kapasitas transaksi yang lebih luas dan lebih variatif,
penggunaan sistem penghubung (service bus) sangat direkomendasikan dalam
arsitektur aplikasi yang ideal

Arsitektur aplikasi Pemerintah Kota Metro dapat dilihat pada gambar berikut

..@ .v% %

.'l Q Povtal Aghlay

Palayanan Publik

Gambar 4.6 Arsiteklur Aplikasi APBE

1.5.2. Arsitektur Data dan Informasi

Aplikasi membutuhkan data dan menghasilkan informasi. Dibawah ini adalah
gambaran arsitektur data dan informasi yang merupakan sumber input dan output
bagi aplikasi.
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Edits Musinr (Primary Data)

Gambar 4.7 Arsitektur Data dan Informasi

1.5.3. Arsitektur Proses Bisnis

Penyusunan aplikasi berpedoman pada proses bisnis penyelenggaraan
pemeintahan Kota Metro. Arsitektur proses bisnis level 0 pada Pemerintah Kota
Metro dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4 8 Arsitektur Proses Bisnis

1.5.4. Perencanaan Aplikasi SPBE

Perencanaan aplikasi SPBE dalam 5 tahun ke depan dapat diihat pada tabel
berkut:
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Table 4.5 Perencanaan Aplikasi SPBE

No. Nama Aplikasi Tahun
1 Aplikasi Call Center 2023
2 Aplikasi Layanan Satu Pintu 2025
I 3 Pembangunan Aplikasi Satu Data 2024
4 Pengembangan Aplikasi Sektor Kesehatan 2022-2026
5 Pengembangan Aplikasi Sektor Pendidikan 121‘.'!22-1{125
6 Pengembangan Aplikasi Sektor Ekonomi 2022-2026
7 Pengembangan Aplikasi Sektor Lainnya 2022-2026
B Pembangunan Dashboard Eksekutif 2024

4.6, Keamanan SPBE

Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.

Area yang menjadi prioritas organisasi terhadap pelaksanaan keamanan informasi
SPBE paling sedikit meliputi:

1

Data dan informasi SPBE:

2. Aplikasi SPBE, dan
3. Aset Infrastruktur SPBE

Penanggung jawab keamanan SPBE di Pemerintah Kota Metro dipegang oleh
Sekretaris Walikota Kota Metro selaku Koordinator SPBE.

Frogram kerja Keamanan SPBE paling sedikit meliputi:

1

Edukasi kesadaran Keamanan SPBE, dilakukan dengan sosialisasi dan
pelatihan;

Penilaian kerentanan Keamanan SPBE, dilakukan dengan (1)
menginventarisasi seluruh aset SPBE meliputi data dan informasi, aplikasi,
dan infrastruktur; (2). mengidentifikasi kerentanan dan ancaman terhadap
aset SPBE; dan (3) mengukur tingkat risiko Keamanan SPBE;

. Peningkatan Keamanan SPBE, dilakukan dengan (1) menerapkan standar

teknis dan prosedur Keamanan SPBE; serta (2) menguji fungsi keamanan
terhadap Aplikasi SPBE dan Infrastruktur SPBE;

4. Penanganan insiden Keamanan SPBE; dan
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5. audit Keamanan SPBE

4.6.1. Arsitektur Keamanan SPBE

Penyelenggaraan keamanan SPBE digambarkan dalam arsitekiur keamanan
SPBE sebagai berikut:

Azt yang atan dilmdungy olet aretekiu
LT F T

Moya uniuk MEnErapLaT KeaTriErmn

Fungs yami iButuhkin unul mev e
tercapaings keminan

Smptridser oy MG ALSE dan G s

Loshmtd ol Tty aban dinerapkan
BEFSANAr

Axpek wiktu yang berhubungan dengan
mamanan

Gambar 4.9 Arsitektur Keamanan SFBE

4,6.2. Perencanaan Keamanan SPBE
Perencanaan Kegiatan pengamanan SPBE dijabarkan pada tabel berikut:

Table 4.6 Perencanaan Keamanan SPBE

MNo. Kegiatan Tahun
1 Sosialisasi Keamanan SPBE 2023
2 | Uji Keamanan aplikasi {sesuai hasil identifikasi tingkat risko) | 2023-2026
3 | Audit Keamanan SPBE | 208 |
| 4| Pembentukan TIM CSIRT 2026

4.7. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK
adalah proses yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap Teknologi Informasi
dan Komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
kondisi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
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Ruang lingkup audit TIK meliputi:

1. Audit Infrastruktur.
2. Audit Aplikasi
3. Audit Keamanan

Pemeriksaaan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian’

* Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi:
* Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi:
* Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan,

Perencaan kegiatan audit TIK akan dilaksanakan pada tahun 2023 oleh audit
internal, dan tahun 2026 oleh audit eksternal,

Perencanaan Kegiatan Audit TIK SPBE dijabarkan pada tabel berikut:

Table 4.7 Perencanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

No. Kegiatan Tahun
1 SK Penetapan Audit Intermal 2023
2 Audit TIK oleh auditor internal 2023
g 3 Audit TIK oleh auditor eksternal 2026

aaa
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BAB 5 RoaAD mAP SPBE

Pembangunan dan pengembangan SPBE tidak bisa dilakukan dalam setahun atau
dua tahun. Pembangunan TIK memerlukan waktu yang relatif panjang Oleh
karena itu, pembangunan dilakukan secara bertahap. Prioritas merupakan faktor
yang turut menentukan tahapan pembangunan. Prioritas pembangunan
ditentukan oleh beberapa faktor yaitu:

* [Kegiatan tersebut memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap
pencapaian sasaran

* Kegiatan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah

* Seberapa besar dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut
terhadap publik

= Kegiatan tersebut memiliki daya ungkit untuk pembangunan

* Kegiatan tersebut memungkinan/kemudahannya untuk ditangani

* Kegiatan tersebut merupakan janji politik kepala daerah yang periu
diwujudkan

Tahapan pembangunan TIK dituangkan dalam rencana jangka pendek (1-2
tahun), rencana jangka menengah (3-5 tahun), dan rencana jangka panjang (6-10
tahun). Di samping itu ada program percepatan pada tahun pertama sebagai quick
wins.

Quick Wins adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali
suatu program besar dan sulit. Quick Wins merupakan sebuah aktivitas nyata dan
dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama. Quick
Wins diperiukan untuk memperoleh momentum awal yang positif dan juga
kepercayaan diri untuk melaksanakan program besar secara konsisten dan
berkelanjutan.

Isu utama yang menjadi fokus dalam perencanaan 5 tahun ke depan adalah

sebagai berikut:

83 I FPemerintah Kota Metro
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Tana Kelola

Larirsgan Intrn

Gambar 5.1 Fokus dalam Perencanaan 5 Tahun ke Depan
5.1. Quick Wins

Awalnya, Quick Wins adalah suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang
mengawali suatu program besar dan sulit. Namun pada masa sekarang, Quick
Wins umum digunakan sebagai inisiatif untuk program apapun yang dirasa
memiliki daya ungkit yang nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh
pemangku kepentingan.

Dalam implementasi SPBE, Quick Wins diperiukan untuk memperoleh momentum
awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk melaksanakan program besar
secara konsisten dan berkelanjutan. Quick win juga diharapkan dapat memberikan
image positif bagi implementasi SPBE Pemerintah Kota Metro sehingga dapat
menurunkan penilaian pesimis tentang pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

Prinsip-prinsip untuk menentukan suatu inisiatif sebagai Quick Wins adalah:

a  Memiliki Daya Ungkit
Inisiatif yang dipilih bermanfaat untuk mendapatkan momentum awal yang
positif dan kepercayaan diri untuk melakukan implementasi kegiatan;

b. Mudah dan Cepat
Inisiatif yang dipilih mudah dilaksanakan dan hasilnya cepat dirasakan;

¢. Berdampak Besar
Inisiatif yang dipilih mampu memberikan dampak positif yang besar bagi para
pemangku kepentingan untuk meningkatkan kepercayaan (trust) dan
motivasi;

d. Memotivasi
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Inisiatif yang dipilih mudah dikerjakan dan cepat dicapai, sehingga diharapkan
dapat memotivasi individu/kelompok untuk melanjutkan ke pekerjaan yang
lebih besar:

e Memperbaiki
Inisiatif yang dipilih mampu memperbaiki sistem dan mekanisme kerja secara
organisasional;

f.  Meyakinkan dan Nyata
Inisiatif yang dipilih mampu meyakinkan pemangku kepentingan, baik
ekstenal maupun internal Insitiatif tersebut dapat segera memberikan
manfaat yang nyata dan sesuai harapan;

g Independen
Inisiatif yan dipilih dibawah kontrol penuh namun keberhasilannya tidak
tergantung secara dominan pada Pemerintah Daerah.

Quick Wins harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

* Berasal dari program-program kerja yang terdapat di dalam Road Map
SPBE 2022 - 2026;

* Merupakan bagian utama (core business) dari peran, tugas, fungsi, dan
karakteristik Pemerintah Kota Metro.

* Memberikan dampak perbaikan yang besar dan dapat dirasakan oleh para
pemangku kepentingan ekstemnal dan internal Pemerintah Kota Metro.

* Merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat
oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal.

Berikut daftar Quick Win SPBE Pemerintah Kota Metro

Table 5.1 Daftar Quick Win SPBE Pemerintah Kota Metro

= Call Center
= g-Sgkam
= Jama Pai

Layanan Satu | Keamanan SPBE
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5.1.1. Tahun 2022
Kartu Metro Ceria

KARTU METRO CERIA adalah kartu layanan identifikasi dan transaksi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Metro bekerjasama dengan stakeholder
pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Layanan identifikasi dimaksud adalah penyediaan data sosial masyarakat dalam
satu kartu yang dapat digunakan untuk mengakses pelayanan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Metro dan stakeholder pembangunan
terkait

Layanan transaksi dimaksud adalah fasilitasi proses transaksi keuangan dan
administrasi masyarakat untuk mengakses pelayanan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Kota Metro dan stakeholder pembangunan terkait,

Pengembangan aplikasi Kartu Metro Ceria dilaksanakan selama 3 tahun dengan
tahapan pengembangan sebagal berikut

Tabel 5.1 Tahapan Pengembangan Kartu Metro Ceria

Tahap Kegiatan Pelaksanaan

Penetapan Data Sasaran Prioritas 1 Bulan I-ll Tahun 2022
Penetapan Rule Penerimaan Bantuan Bulan I-1ll Tahun 2022
untuk sasaran prioritas

Inisiasi Penetapan Rule Transaksi Penerimaan Bulan lll-IV Tahun 2022
Bantuan sasaran prioritas 1
Seleksi Mitra sasaran prioritas 1 Bulan VII-IX Tahun 2022
Penyusunan Prototype Aplikasi Web dan Bulan II-IX Tahun 2022
Mabile
Sosialisasi, Pelatihan bagi Admin Bulan X Tahun 2022
Launching Bulan X1 Tahun 2022
Evaluasi Bulan Xll Tahun 2022
Penetapan Data Sasaran Prioritas ke-2

Pengembangan | Penetapan rule Penerimaan Bantuan Tahun 2023
untuk sasaran pricritas 2
Seleksi Mitra sasaran prioritas 2
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Kegiatan Pelaksanaan
Pengembangan aplikasi Kartu Ceria
| Pelatihan bagi admin
Evaluasi
Penetapan Data Sasaran Prioritas ke-3

Penetapan rule Penerimaan Bantuan Tahun 2024
untuk sasaran prioritas 3

Pengembangan | Seleksi Mitra sasaran prioritas 3
Pengembangan aplikasi Kartu Ceria
Pelatihan bagi admin

Evaluas|

Pada tahun ini juga dilauncing aplikasi e-Sikam, yaitu aplikasi e-office atau
kearsipan dinamis yang terintegrasi dengan seluruh perangkat daerah Pemerintah
Kota Metro.

5.1.2. Tahun 2023
Jama Pai

Pemerintah Kota Metro mencanangkan gerakan peran serta dan kepedulian
masyarakat terhadap kesehatan anak dan ibu yang berkualitas dalam bentuk
“JARINGAN MASYARAKAT PEDULI ANAK DAN IBU (JAMA PAI)". Hal ini
didasarkan bahwa anak dan ibu merupakan kelompok rentan yang sangat
mempengaruhi ketahanan kolektif suatu kota sehingga perlu dilindungi secara
bersama-sama.

JAMA PAIl, yang dalam Bahasa Lampung berarti “bersama-sama / bergotong
royong” merupakan suatu bentuk kegiatan terintegrasi dan kolaborasi antar
masyarakat dalam mendukung pencapaian 17 goals Sustainable Development
Goals (SDGs) 169 elemen, dengan mengambil SPM yg disesuaikan skala prioritas
daerah.

JAMA PAl melibatkan 1.072 kader kesehatan, bidan, penyuluh KB, PKK.
Dasawisma, komunitas, organisasi profesi, akademisi dan pelaku ekonomi.
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Kegiatan Jama Pai akan berjalan optimal jika didukung dengan pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi. Tahun 2022 sudah diinisiasi prototype aplikasi
mobile Jamapai yang bisa diundah melalui Google Play Store. Rencananya,
aplikasi Jamapai akan dilaunching pada Tahun 2023

e-Sekam

Sentra Kreatif Metro (SEKAM) adalah katalog produk-produk kreatif lokal di Kota
Metro. Produk-produk tersebut mencakup berbagai produk UMKM, mulai dari
kuliner, oleh-oleh, kerajinan, pakaian, hingga sembako. Dengan memanfaatkan
teknologi informasi dan komunikasi, maka pelanggan akan mudah mengakses
produk-produk yang ada tergabung dalam SEKAM. Dengan kata lain, aplikasi
SEKAM (selanjutnya diberi nama e-SEKAM) nantinya akan mempertemukan
pelaku UMKM di Metro dengan para pencari refrensi UMKM lokal di Metro.

Fitur yang akan dikembangkan dalam aplikasi e-SEKAM adalah pelanggan
nantinya dapat melihat berbagai produk UMKM, mulai dari Sembako, Kerajinan,
Sekam, Pakaian hingga Kuliner. Selain itu, pelanggan juga bisa melihat deskripsi
dan lokasi penjual, melihat dan membaca deskripsi produk serta melakukan order
hingga melihat harga. Order dari pelanggan akan terintegrasi dengan aplikasi
Whatsapp.

Aplikasi e-SEKAM sudah diinisiasi di tahun 2021 dan masih akan terus
disempurnakan sehingga pada tahun 2023 nanti sudah bisa dimanfaatkan oleh
pelaku UMKM untuk transaksi dengan pelanggan.

Call Center

Call Center merupakan layanan panggilan telepon darurat dari masyarakat ke
nomor tertentu. Selanjutnya, panggilan dari masyarakal akan diteruskan ke pihak
terkait yang akan menangani kegawatdaruratan tersebut.

Layanan Call Center meliputi layanan :
a. Pemadam Kebakaran
b. Gawat Darurat Kesehatan
c. Bencana
d

Keamanan
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51.3. Tahun 2024
Layanan Satu Data

Layanan satu data merupakan sebuah sistem yang menggabungkan antara data,
informasi, prosedur, dan teknologi informasi.

Prosedur merupakan rangkaian alur pengumpulan, pengolahan, validasi,
verifikasi, pemanfaatan dan diseminasi data. Didalam layanan satu data juga
diperiukan meta data agar tidak terjadi perbedaan persepsi tetang data.

Prosedur layanan satu data melibatkan selutuh perangkat daerah dan tim Satu
Data Kota Metro yang terdiri dari walidata, walidata pendukung, serta produsen
data.

Secara teknologi, Layanan Satu Data terdiri dari database, data dan informasi,
dashboard yang didukung dengan teknologi datawarehouse Datawarehouse
terdiri dari data dan informasi yang diinputkan dan atau terintegrasi dengan system
lain yang sudah dimiliki perangkat daerah.

Konten data dalam layanan satu data dikembangkan secara bertahap
diintegrasikan dengan data statistik sektoral tiap tahun sebagai berikut -

= Tahun 2024 : Data capaian RPJMD, kinerja perangkat daerah, dan SDG's
= Tahun 2025 : Data bidang sosial budaya
= Tahun 2026 : Data bidang infrastruktur dan lingkungan hidup

5.1.4. Tahun 2025
Layanan Satu Pintu

Layanan Satu Pintu merupakan integrasi layanan publik yang diakses masyarakat
dalam satu pintu (1 aplikasi). Harapannya adalah layanan satu pintu tidak sebatas
pada terbangunnya aplikasi yang terhubung dengan sistem yang sudah berjalan,
namun dari sistem yang sudah berjalan tersebut diharapkan juga terjadi integrasi
dan pertukaran data sehingga masyarakat hanya perlu 1 akun untuk bisa
mengakses semua layanan.
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Target layanan satu pintu dalam 1 akun adalah terlaksana di tahun 2025. Saat ini
Layanan Satu Pintu diinisiasi dengan implementasi perizinan satu pintu. Pada
tahun 2025, diharapkan layanan satu pintu juga bisa mengakomodir layanan lain
seperti layanan pengadaan

5.1.5. Tahun 2026
Keamanan

Sejak awal implementasi SPBE, aspek keamanan informasi diharapkan
dilaksanakan secara rutin dalam tatakelola SPBE. Evaluasi keamanan data dan
informasi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa implementasi
SPBE dapat berjalan efektif.

Pada tahun 2026 akan dilakukan audit TIK secara resmi oleh audit eksternal, Pada
audit tersebut, aspek keamanan informasi akan menjadi domain yang hasilnya
dapat diinformasikan ke masyarakat, untuk menjamin kenyamanan masyarakat
dalam layanan SPBE.



onjeW Bloy yelupawad| LG

9z0Z — ZZ0zZ unye| osaw 10y 38dS dey peoy Z'G aqel

a8 BI10Y 394S de peoy 9Z0Z — ZZ0Z UNYEL 0Ny B0y 38dS dep peoy Ul imjueg

yiang ueueke isesBaju)
eleQ njes

equ| uebuuer

Ej0jo) EEL

- nped deye) G wejep ueyEUESYE(D UBNE UBdap 8 UNYE] G 0NaW BI0Y JEdS Ueeuedussad Weep snyod

‘ueunBuequuad
uedeye) uexnjusuaw yun) Buel Jope) uexednislw sejuoUd ‘deyepaq Eiedas ueymieqp ueunBuequad ‘nu eussey ys|Q ‘Buelued
meja; Buek npjem uesnuawew Apo pews ueunBuequiad ‘unyej enp Neje UNUelas welep LUeXnye|ip esig 3epli 38d4S unBuegapy

3gds dep peoy  Z'§

OMLIW V.LON HYINIHIWEA YUY SSDGAaE UDYMULRUE] WSS ¥Npu) DuDIEY

jdih metrokola.go id




jdih metrokola.go id

(Bueso g) 1L upny
ojuiLoysIg Biog fey wejep WAS Isusladiuoy ueeybuiuad ]
(Bueso £) |sellOjU UBUBLIESY
ojuiLLONSI] Biog jey wefep Was Isusiadwoy ueieybuluag 6
OjuILIONSIO 3op | 38dS ONsiy Sisljeuy ueunsniued | uewsfeue | 8 |
epaddeq -4 oy BUBIUSY Blad NIASY |ISEH ISesije|sos ]
epaddeq HOP | X0p | BUEJUSY Ejd NinBy 9
‘ueseBibuy uep
epaddeg | ¥OP L [XOPL | MOPL | dOP L |dopi 38dS BUBIUSY Elad UBIENS3S3Y NIASYH g
(sjoho 8y wewdoeasg weisis) 0108
ouiwoysig [ ydey |(ydep |Ndep |ydep |Ndeyp ynjuaq werep 3a4S 1sexidy 1seuswniog 14
isesiuebio Ch ETRETSY
| Buepig uesseq yBRIULBWE Y JEJS ISBulpooy wi] sBuny
BUBlAIES W sefin | uep uesmuequad ISes||eIsos £
1sesiuefug
Buepig yeiseg chap B0y Yejuuawed
leugjan@s | Wy | CR win iy | wy | J8d4S [SEUIPJOOY Wi | ueynuagquiad FA
onep B10y 38dS
epaddeg 30p | A ¥Npu| Bueduey [emiad ueunsniuad | Ejoey EEL | |
9 uim u upewog oM
_ u....ﬁ!!:..__ 9z0Z | szOZ | ¥TOZ | £ZOZ | ZzOZ ¥OIND eyeibay

ONLIW VLION HYANIYFWIS

NI UYL SISOGEAE UOYIIULE WA WSS ynpup punIusy




jdih metrokola.go id

ojuiLoxsiq

iy

Wy

(jesng uebuap isesbejul) eser uep
fueseg ueepebued usuele] ueeiey|Bwad

ueuefeq

gl

oJuIONSIO

(ysoq digH) eunbbued uep
384s ueuedeq ueyeqgruad uep 'ueejuiuuiad
‘yeresew 'uenBBueb 'veynjay ueejoebuad

Wasd»e Bio 0z

fio g

Buo i

Bio g1

(UByRINI@M/UEIEWEIFH/OHO

Jod Bueio | yelueges

ueyningey Iselwnsa) [Busisewsju|

eliay isuajadwoy) sepuels undneje
gisauopu| [euoiseu eliay| isusjadiuoy
sepuels eped noebuaw Gued usugniyal
ejod uebusp SNd UON LS ISBULIOJU|

uep ejeq ejoebuad L NOS Ueyequeusd

juILLONSIC)

Bip £

Bio g

OJLILLIONSI]
ip BueIO § SNd UON LS boddng
lestuyoa] |1 Was vep Bueip 0L SNd

uop LS sswweiboid | L WOS vBUBqUIBUS

Wasdxa

Biog

Bio |

Bueso | ansy
'‘Bueso |, |desyng ‘Bueso | dSLANGA 1P
SNd 1S Jawweibold | L WAS ueyequeusd

nwasdxg

Y0P |

sjuya | |euoisbung ueleqer
ueymngay Jexal 3g4S eselifuajeiuad
eliay uegag sis|jeuy ueunsniuagd

gL

FL

El

Zl

L

qemer

BunBBueusy | C0¢ | SE0Z

vzoz

£zoz

(44174

uim
¥HND

uegeiBay

ujewog

OHIAW VLON HYINIMIW A

NIUOSINA]G STSDQISE UDYOTULIBWEY Walsis Nnpu] mrodiay




jdih metrokola.go id

uBUIZLI2d ueu|Zuad nuld
seu|g yde | meg ueueke |seyjidy ueBuequiaBuad Iz
agds yde | smue) jjeD 1seyjidy sy idy
e (180
gada dy 1exBuesad uep inpngselu) ueeipaiuad 9z
QjuILIONSI] NG | dNAS esu| ueBuuel ueneyBuel ueleybuluad 14
sdgw | sdgn | sdaw (yumpueq) ondo Jeqy ueyeunBBuaw
ojuILIONSI] 008 oov 00E eiu ueBuuel seysedey usiesbulusg | Jnpnaseyu) | vz
ueynyBuesieg
ado | W W Zi Wy, |6 |G ehuule Jopes Hignd ueuele ueeipaiusd €2
UEjBELSSEN UBlEYBSEY
seuig bz 10485 Wiand ueuede) ueeipaiusd A4
ueyipipuad usipipuad
seulg WL Jopes Wiand ueuele ueeipaiuad i1z
uefiuefiepiad [OUOYT
seuig L ) e Wz Joes Wiand ueuede ueepaiuad 0z
uBuiZURd SEUI] Wi UBUIZUSH MiUlg Meg ueuele’ 8l
agadg oy 18uan ||lED muld nes ueuelen gl
ojuiwossiqg | id | W | d | eleq mes ueuefe uesipaiuad Li
__._..nE_.._._ sod 9z0z gzOZ | vZoz | €ZOT | ZTOT ugeifay ujewogq oN
OMLAW FLON HYINIHIWIA NI SISTGIaE UL WIS §Opu] SUTIiy




jdih metrokota.go id

oJuIIcYSIg HOP | [ELLEjUI HOJIPNE USID ML Py GE
QJuIUoYSIQ %OP L [eluaiu] Jipny uedelsuad NS MLupny | BE
ojuiwoNsia | id | 38dS UBuBWESY IPNY i€
(oisu 1exBun isexunuep!
ojunuoysig | ydey |[Ndey |xdey |ydey jisey (ensas) 1sexide ueueweay Iin ae
ojuILLIONSI] Wy 3@dS UBUBWEDY ISESI|EISOS | UBUBWESY | 5T
cjuIwoHxsIg yde | janxasy3 pieoqyseq ueunBueqiiad ve
ojujLIoNSI] yde | | yde | |yde, A eua) nuey isexidy uebuequabuay £e
Jedsiq
‘uebuebepied
seuig wdegzg |ude| |xde| |xde| jouoy3 Jopas isey|dy uebuequiebuad A
ueefepnagsy|
Uep ueyipipuad
SBuig sde | yde | uexpipuad Jopes isexiidy uebuequabued \E
UBlBUSSSY
seuig yie z ugjeyasay Jopes sexydy uebuequiabuad 0
ojupuoxsig | yde | yde | A esnoysiep eieq uebuequeBuad 14
ojujwoNs|g yde | A ejeq mes |seyljdy ueBuequabuad 8 |
qemer uim
BunBBusueg | 9%0C | S20Z | ¥Z0Z | E20T | TZ0T | o np ueeiBoy| ujewog | ON
OMLIW VLON HYININIWA NG SISDGIAG EDYOTULMUS WSS Ynpu] DUnIuFY



(iteg eBBueg
IuouoN3 Jopjes oJjep 1sexiidy) edsewwo)
ueBueBepiagd seu|g ~ ) » A Wilangd ueuede] -3 |seqnyuj 1seyidy _....n:-m__._.ii g
Wluoape(3 siseqieg
ojujioNs|g | 4 A A A » Nand ueueke | esnoyesep meq uebuequebBued | S
Idis uelIEdURd UED ucipe|] siseqieg IdV ddVSIEUM
ueynpnpuaday seulg | » A A A Wiand ueuele] ueuede uebuequebuayg | ¥
idis UElEIESUBY UEP Wiuonyal3 siseqiag
uennpnpuedey) seulq | . P » » Niang ueueke] |ideoyng em uebuequebued | €
lidis uelElEOURd UED yuonys|3 sisediag siand ueuedey ymun [@d 1M
ueynpnpuaday seulq | » ye 2 » Wand ueuele | epesy pieD uesejuawsidwibuad |
ojujwoysig uebuep Nluonye|] siseqieg fausbBiawg
|seujpsooyiaq ggda | A A A » Agnd veueke] anues ||eo unbuequey | |
u ~
qemer BunBBusuey | 820 | 5202 czoz | zzoz ﬁ_.._.._.u ueueAe sjuer uereiBoy oN
WIUOUYS[F SISEQIBg UBYBIULIBWS WSS ISexidy UBBuBIUaIad dBWPEOY Yei] £ 8Iqe.
iseydy depy peoy ‘¢S
ﬁ
QJUILIONSIO | %Op | [eLiajsy@ JOUPNE USI0 H|L IPNY or |
P . ueyeiBay upwoq | ON
BunBBusuey 9z0z | szoOZ €202 | 2202 | oo

jdih metrokola.go id

NIUOOYF SEOAST UOYMIULITLE, Wasts Y} BUDIusY

OHLIW VLON HYINIHIWId



jdih metrokola.go id

ojuiwoysiq 'ideayng
uebuep seuipiooiaq yiuonye(3 siseqieg ideayng 1seubajuua ) efienjay
UEjELIEISY A yignd ueuekeq | nuey ueueke g uexBuequabuay | Si
ueedepngay yiuoIpis|3 siseqieg uemipipuad
uep ueyipipuad seuig » yiand ueueke (youd 1sexidy unbuequiay | vi
dnpiH Nuopxs|3 siseqiag yedwes ueimibuy ueuefe’
ueBunyBun seuig A Wiand vevehe] |  ueejopbuad isexyidy unBuequspy | €1
idis ueieledUa UEP Nuomel3 siseqieg uipuep lideayng
uejnpnpuaday seuiq » Wjand ueuehe uebunluy ¥SOM ueunBueqwsad | Zi
Wijod uep esbueg yluoupta(3 siseqieg 8UjUQ SBLLQ UBIEYEPUad
uenjesay uepeg » Wignd ueuede iseuLoju| Wais|s unbuequap | L1
isesiuefiQ lemebad qeluy
ueibeg epiag » eliaury ueuee | -8 nemebag elisuny | unbuequia | 0l
M
WS UEp UBWOUOYaIa
- ueibeg epieg » uebuenay ueueke | Iseuugjul waysis uejbuequebusi | 6
isesiuebiQ uejemebaday LEJEqQE[ SIS||EUY
_.__ﬂmmm, Bplag » usueie’ iseluoju| waysig unbuequisy | 8
SIWELIT
QjuILIoNsi] 2 uedisieay ueueden weyis-a iseyjdy unbuequew | L
qemer BunBBueued | 9Z0Z | 9202 £20Z | ZZOZ xs!" p | ueueke ser ueje)Boy ‘oN

OHLIW VLON HYLNIHIWTd

WIUOLENALG SISD0IBG UDYOIULBWE WaIsIs YNpu] DUTIEY



Wasdyg uebusp (ueBuedeyp
|2euIpJooyaq eleld iemebead Bued dd jod ejob6ue uep 1Suasqy)
Buowed 1syod uemes » eliaury ueuefe ddjodpews iseydy unBuequa | €2
OjuiLOYSIO
uebuap |seulpiooyiag isesiuebio
ueelepngay elisuny seljgEILUNYY
uep ueyipipuad seuig A ueuede] | aNEMIOSIA NI uexbuequebuey | ZZ
esef 3Sd7 nwe | nyng uep
¥ Bueseg ueepebuad esef uep Bueseg rgd Insucy-3 Jopusp-3 '38dS
ueiBeg epjag » » ueepeBuag ueuehe | 1sexydy iseiBajy) |dy unBuequisy | |z
ueshepngay ueyipipua Jopes
uep uesipipuad seuig » yiand ueuedey 8Sd Iseuny ueelswayd | 0Z
UBJELBSE) JODBS
uejeyasay seuiq s yiiang ueuede] uejeyasay ajucid isevidy | 6l
uEjeyasey Joes
ueleyesay seuig ~ Wiand ueueke | Ivdver isexidy uexBuequebuap | gi
dnpiH HUOUOHT JOPIeS yedwes snquiay
uebunyBury seul A Wgng ueuele uee|ocjpBuag rsexidy unBuequap | L1
(prospue siseqsaq
‘edepnqg sebeos nuew ueyeqweuad
juonys|3 siseqieg | ‘jenBujiig) HIQr Jnild UByEqLIBUS
wmyiny ueibeg epleg » yand ueuelen ymun ueBueqwabuag ueynye@w | 91
LA P
qemer GunBBueued | 9202 bZ0Z | €202 | Z20Z | .o ueueke siuer ueye|Bey ON

jdih metrokola.go id

FINOUININY SISTNRY UDYEILLISIWEG WAIEIS YApUL BUnILAY

OHLIN VLON HVINIMIWId



jdih metrokola.go id

ISBUpICO9g Yesseq

(Wasxa uep ideasng

18y uep uefuenay isesbajuua | ) usdse | uswsleuep

uee|ojabuad uepeg » ueBuenay ueuelel |sewoju| waysis unbuequaly | ZE
WiuaJe| siseqisd
QJuUIONSIC] | A » Jiand ueueke | Junyesy3 pieogyseq ueunBuequied | e

yluciy=i3 siseqied nmesy3
ouiuoNsIq | » ¥llgng ueueke pieoqyseq uebuequabuad | OF

Yiuoapyai3 siseqieg ejeg
ojunuoysig | . A ~ yand ueuefey meg ueuede] ueBuequebuad 62

WAN

UBLISNpULEd UEp jIoUoNT JOas | Uep | ¥miun (Bunaxse (eubia)
WXWN '1sesadoy seul] A Aang ueuekeq asjewiwoT-o Wwaeisig unBuequey | L2

uBUByUB

uep uelueped ‘uebued IWOUONT JODIes ueunBueq HSS
UBUBUERY SBUIQ A Wand ueuede | ynun jnduj ueuede] unbuequisyy | 82

HIUCANS(T Siseqiad wnyNH YNpoid uedisieay
wmind uejbeg epies e Wiand ueuede | 1seuuoju| waisis uexbuequabusp | oz

dnpiy Wluonye(3 siseqieg H1 uesemebuad uep ueuizuad
webBunyBur seuig F wiang ueuehe ueuefejad iseyidy unBuequay | #2

yeiseqg
1sngnssy uep yeled yluonyai3 siseqiag

ueejojebuag uepeg » yiang ueuede swepjay-2 iseydy unBuequsyy | SZ
qemer BunBBueued | 9202 20z | cz02 __..u__!.& ueueAe syuer ueyeiBoy “ON

OULIN VLON HYLNIYIW S

NILLIINS T SEDGIaG EOYDIUIIBIUIS WR]SS YNE) DuDIuEY




jdih metrokola.go id

Bueny eje) uep FSEURIQ UBIN|ES [SIPUDH
wnwp ueelayad seug P ehuuiey Bunoyuopy isexdy unBuequisiy | BE
UEnjuUEg BLILBUSH
sOsUIg eieq eipafuad uep ndwepw
ueBuap seupiooyiaq Aluoiye(3 siseqieg wepi| efuenisy eleq eipeduad
ueyeinjay A yiang ueueke | isewuoju wasis uexbuequwsaBusyy | BE
ideaxnq 1sesBauue )
yiuonye|3 siseqieg (S).10) [ets0s ueeiaElasa)y
[ersag seuig » Wiand ueueke | npedia) ejeq 1sexidy unbuequay | o€
yiuonye|l siseqieg njuld meg
ueujziad seuiq » » Aiand ueuede | ueuede iseyjdy uebuequeBuad | £
ueekepngay Wiuoipe|d sisequeg yeloyas Hoyoy|
UBp UBYIPIPUaY SeuI( » Wiand veuede | iseuuoju) waisis ueyBuequiebuap | SE
jdig ueleleIUSd UED Nluaipaiy siseqlag al
ueynpnpuadsy seulq P Wand ueuele | Tv.LIOIQ ISejuawWS|dW] UBNMERY | bE
niiod vep esbueg yluonye(3 siseqiag 8uluQ
UBN|Esa) Uepeg » yiand Ueueke | ueniauad uiz| isexidy unbuequew | L
Wasxg
uep jdeaynq uebuep
qemer BunBBueuey | 9Z0Z | SZ0Z | ¥Z0Z | £ZOZ | ZZOZ ,_“ﬂ..u ueuefe] sjuer ugeiBoay "ON
ONIAW VLON HYINIHIH A N0 TISOGIAE UDYOTULIAUE] WSS YRPU] BUDIUZY



jdih metrokota.go id

8 Sk Lb 9L | 02 9 yejunp
EHEULOJU| yluonye|3 siseqiag
UBP ISEYILNWOY SeuI( » » pe yiand uveuede BUaD NUEY | i
NuosBs|T siseqieg (ueBungnisad eseqejeq
P WMang ueuehe] iseyl|dy) dvay unfuequew | ¥
QjUILIHSI]
uebuap Iseuipiooyeq
ueefepnaay Wuosa|3 siseqieg oISty ISEXYILSP|dIdS
UEp UBNIPIPUSd SEeuI] ” Mand veueke iseyjlidy unBuequisy | £v
dnpiy siuanye|3 siseqleg uebunyBuiy seyjeny
uebunyBur seuig A yiand ueusle | uenEluBWad seyidy unBuequey | Zv
ElBSIMLIES
uep ebeiyei0 yiuciye(3 siseqiag EJESIMUE ISUSjod
ueepniwaday| seui] » Wigng ueuele ajqop sexidy unbuequisiy | Ly
yejuuawed | ebey uemes uesemebuay exbuey
|ewisju| uesemebuad wejeq uswnyo( uswaleuey
onja E0Y RIOpBdSL| » veueke ISeULOjU| Waisis unbuequey | oF
qemer BunBBueusd | 9202 | SZOZ | ¥ZOZ | €ZOZ | ZZOZ ___M!_ﬁ ueuele sjuar uryeibay “ON
OMITH VLON HYINIMIWHS NIVOIINA]G SISO U LIFIG WSS Y] BUDILEY




okota.go id

=
1

jdih met

ooo

LT

1oL

eAULEY

UeNIPIpUS JOPIAS HlIqNd UeueAe]

uBjBYasa) JOP[ES N||and uesupAe]

hNﬂﬂ*

juouoy3 JOPfas H|iqnd Ueueie

i

T

1T

FUOLINI[F SiSeqIaE HqNd UeueAR]

yeiuaway (ewaly) uesemeduag ueuede)

esel uep Sueieq ueepeluag ueueie

iemeBay eliauly ueurhe

ueBuenay ueurAe]

ueemedaday ueuese

= | v | =4 | =4

sjweuiq uedisieay Ueuehe

o | | A e

T

tsesiueig eliaury seqpqelunyy ueuele]

yejung

vzoz

ZEI0T

UM ¥ND

Sj2qe] moy

OMLTW V.LON HVININTWAA

920Z-TT0Z NNHVL OH13W Y.1ON HYLNIYIW3d
NYNYAYT SINIT NYNHYSYOH38

HINOHINITI SISVEHIE NYHYLNIHIWID WILSIS ISWINdY NYYNVINIHI ISYINLIdYAIY

NIUOLIH3T SISIGGT UDYOIULENLE WEISIS ¥ApUE Dunduay




Al m .l'l (ote i
Jain.met jl“—'ﬁn%dgnmm Sistemn Pemerintohon Berbosis Elektronik PEMERINTAH KOTA METRO

BAB 6 PenutuP

Rencana Induk SPBE pada dasamya merupakan perencanaan lima tahun ke
depan yang mengakomaodir kebutuhan implementasi SPBE di semua perangkat
daerah. Rencana induk tersebut diharapkan dalam dilaksanakan dan dievaluasi
setiap tahun sebagai bagian dari tata Kelola SPBE itu sendiri. Meskipun demikian,
ada beberapa saran dan rekomendasi khusus yang diharapkan dapat
dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi SPBE Pemerintah Kota Metro,
yaitu
1. Misi Walikota dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026 yang mendukung
penyediaan infrastruktur TIK ada dalam Misi 3 yaitu "Meningkatkan
kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik secara efektif, efisien, berwawasan
lingkungan, dan berkelanjutan”. Dijelaskan bahwa komitmen perwujudan
Misi 3 akan dilaksanakan melalui Peningkatan sistem dan pembangunan
infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan; serta peningkatkan
kuantitas dan kualitas sarana prasarana Teknologi Informasi dan
Komunikasi di ruang publik dan permukiman sebagai bentuk fasilitasi
adaptasi terhadap perubahan global. Program kerja yang akan
dilaksanakan adalah pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan
Komunikasi untuk masyarakat.
Kegiatan yang periu dilakukan dalam hal ini adalah
a. Penyediaan akses wifi di ruang publik oleh Pemerintah Kota Metro.
b. Penyediaan akses internet berlangganan di pemukiman dengan
melibatkan pihak swasta. Perlu dipetakan wilayah pemukiman
yang belum bisa terjangkau oleh internet dengan berlangganan,
sebagai dasar rekomendasi bagi pihak swasta untuk membangun
menara/tower di wilayah tersebut.

2 Jaringan intra adalah jaringan yang menghubungkan antar simpul jaringan
dalam Pemerintah Kota Metro. Penggunaan Jaringan intra bertujuan untuk
menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar
simpul jaringan dalam Instansi Pemerintah, Penyelenggaraan Jaringan Intra

1“3|Pﬁmﬂrinlnh Kota Metrop
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membutuhkan infrastruktur jaringan fisik, perangkat keras, dan perangkat
lunak lainnya agar sistem koneksi berjalan optimal. Disamping itu, sumber
daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan operasional
pemanfaatan jaringan intra. Penyediaan jaringan fisik dapat dibangun sendiri
oleh pemerintah atau dibangun oleh penyedia jasa layanan. Jaringan dalam
gedung diharapkan berupa perangkat yg disediakan sendiri oleh Pemerintah.
Sedangkan perangkat luar gedung dapat menggunakan perangkat dari
panyedia jasa layanan.

3. Satu Data merupakan kebijakan pemerintah di mana dalam implementasinya,
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro berperan sebagai Wali Data.
Untuk itu perlu dibangun sistem yang memungkinkan pengelolaan satu data
menjadi lebih optimal dengan membangun aplikasi satu data. Aplikasi satu
data dapat diinisiasi dengan menerapkan reporting sistem. Sumber data
berasal dari perangkat daerah, berupa data agregat dari yang dilaporkan
setiap triwulan. Tahap berikutnya, aplikasi satu dapat memanfaatkan teknologi
web service untuk mengambil data dari sistem eksisting yang secara maturitas
siap integrasi. Konten utama aplikasi satu data adalah data-data capaian
RPJMD, Indikator Kinerja Utama, serta data SDGs. Aplikasi satu data
diharapkan juga dapat memuat metadata dari data yang disajikan. Konten
satu data dapat bertambah setiap tahun sesuai kebutuhan.

4 Pusat Data merupakan kebutuhan mutiak dalam penyelenggaraan SPBE.
Saat ini Pemerintah Pusat sudah menyiapkan Pusat Data Nasional sehingga
dapat menjawab kebutuhan akan layanan repository data dan informasi.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Metro tidak bisa 100%
mengandalkan Pusat Data Nasional karena masih ada keterbatasan dalam
penyediaan layanan di Pusat Data Nasional kepada pengguna (Pemerintah
Kota Metro). Oleh karena itu, masih dibutuhkan pusat data yang dapat
dimanfaatkan Pemerintah Kota Metro dalam keadaan di mana terdapat
layanan yang tidak dapat dipenuhi oleh Pusat Data Nasional. Untuk
memudahkan operasional, penyediaan pusat data dapat dilakukan dengan
menyewa perangkat dari pihak ketiga.

5. Sebagian besar rencana pengembangan SPBE di Kota Metro adalah
penyusunan dan pemeliharaan aplikasi sebagai instrumen untuk mewujudkan
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layanan berbasis elektronik kepada masyarakat. Implementasi dari layanan
tersebut membutuhkan beberapa hal sebagai berikut :
a) Layanan help desk aplikasi untuk menjamin keberfungsian layanan
dari aplikasi.
b) Technical Support aplikasi, berupa layanan froubleshooting apabila
ada ketidakberfungsian fitur aplikasi
c) Dokumentasi SDLC dari aplikasi tersebut (Sistem Development Life
Cycle) yang periu selalu diupdate apabila ada pengembangan/
pemeliharaan.
d) Dokumentasi SDLC periu dilengkapi dengan meta data aplikasi, data,
dan informasi.

Oleh karena itu, dibutuhkan SDM teknis yang bisa melakukan kegiatan
tersebut. Konsekuensinya adalah penambahan Sumber Daya Manusia (SDM
di Pemerintah Kota Metro yang memiliki tugas fungsi melakukan pengelolaan
dan pengembangan SPBE di tingkat Pemerintah Kota Metro.

QaQ
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